PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
(SOP)

BAPPEDA




NAMA DAN KODE NOMOR STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2022

No. JuDUL soP NOMOR SOP
A. |SUB BAGIAN PROGRAM
1 |Penyusunan Rencana Strategis 065/01/SOP/VI/Bappeda-2022
2 [Penyusunan Rencana Kerja 065/02/SOP/VI/Bappeda-2022
3 |Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 065/03/SOP/VI/Bappeda-2022
4 |Penyusunan Surat Keputusan 065/04/SOP/VI/Bappeda-2022
5 |Penyusunan Peraturan Gubernur 065/05/SOP/VI/Bappeda-2022
B. |SUB BAGIAN KEUANGAN
6 |Pembayaran Dana UP, GU, TU 065/06/SOP/VI/Bappeda-2022
7 |Pencatatan Transaksi Pada BKU 065/07/SOP/VI/Bappeda-2022
8 |Pertanggungjawaban Dana TU 065/08/SOP/VI/Bappeda-2022
9 [Penyusunan Laporan Keuangan 065/09/SOP/VI/Bappeda-2022
C. [SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
10 |Surat Masuk 065/15/SOP/VI/Bappeda-2022
11 |Surat Keluar 065/16/SOP/VI/Bappeda-2022
12 |Pengajuan Taspen, Karpeg, Karis/ Karsu 065/17/SOP/VI/Bappeda-2022
13 |[Kenaikan Gaji Berkala Pegawai 065/18/SOP/VI/Bappeda-2022
14 |Kenaikan Pangkat Pegawai 065/19/SOP/VI/Bappeda-2022
15 [Pengajuan Pensiun 065/20/SOP/VI/Bappeda-2022
16 |Pengadaan Barang (BMD) dan Habis Pakai 065/21/SOP/VI/Bappeda-2022
17 [Peminjaman Kendaraan Dinas 065/22/SOP/VI/Bappeda-2022
18 |Peminjaman Ruangan Rapat 065/23/SOP/VI/Bappeda-2022
19 (Perawatan Peralatan, Mesin lainnya dan Kendaraan 065/24/SOP/VI/Bappeda-2022
20 [Penghapusan Aset 065/25/SOP/VI/Bappeda-2022
21 |[Penerimaan Tamu 065/26/SOP/VI/Bappeda-2022
D. |BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH
22 |Prosedur Penyusunan Dokumen Perencanaan 065/27/SOP/VI/Bappeda-2022
23 |Prosedur Perencanaan Hibah dalam Dokumen RKPD/ Perubahan 065/28/SOP/VI/Bappeda-2022
24 |Fasilitasi Dokumen Perencanaan Tahunan Kabupaten/Kota (RKPD) 065/29/SOP/VI/Bappeda-2022
E. |BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA
25 |[Pelaksanaan RANDA PUG 065/32/SOP/VI/Bappeda-2022
D. |BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM
26 |Verifikasi Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Bidang Ekonomi 065/33/SOP/VI/Bappeda-2022
dan Sumber Daya Alam
27 [Monev Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 065/34/SOP/VI/Bappeda-2022
28 |Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah 065/35/SOP/VI/Bappeda-2022
29 |Pelaksanaan Koordinasi Geopark 065/36/SOP/VI/Bappeda-2022
F. |BIDANG INSFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN
30 |[Verifikasi Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Infrastruktur dan 065/37/SOP/VI/Bappeda-2022
Kewilayahan
31 [Monev Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 065/38/SOP/VI/Bappeda-2022
32 |SOP Anggaran Perubahan DPA 065/39/SOP/VI/Bappeda-2022
33 [Laporan Tahunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 065/40/SOP/VI/Bappeda-2022
G. |SUB BAGIAN PROGRAM (tambahan)
1 |Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bappeda 065/42/SOP/VI/Bappeda-2022
2 [Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal Kinerja Bappeda 065/43/SOP/VI/Bappeda-2022
3 [Pengumpulan Data Kinerja 065/44/SOP/VI/Bappeda-2022
4 |Pengukuran Data Kinerja 065/45/SOP/VI/Bappeda-2022




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

JI. Khatib Sulaiman No.1 Padang, Telp. 0751.7054555,7054374 Fax.0751.7054555
Website : bappeda.sumbarprov.go.id  E-mail : bappedaprov@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor : 050 /63.a [VIISKISet/Bappeda-2022
TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONALPROSEDUR (SOP)
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROVINS|I SUMATERA BARAT
TAHUN 2022

KEPALA BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas-tugas kedinasan,
menunjang kelancaran Pelaksanaan Pengelolaan Anggaran Belanja dan
Kegiatan serta terciptanya pelayanan yang prima kepada OPD dan Mitra
Kerja Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

b. Bahwa dalam rangka menciptakan ukuran standar kinerja akan akan
memberikan aparatur cara konkrit untuk memperbaiki kinerja serta
membantu mengevaluasi kinerja yang telah dilakukan.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan b, perlu menetapkannya dengan Keputusan Kepala Bappeda
Provinsi Sumatera Barat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851).

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ;

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Badan Daerah

MEMUTUSKAN

Menetapkan Standar Pelayanan Prosedur pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana
tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Standar Operasional Prosedur (SOP) ini digunakan sebagai sebagai
acuan bagi penyelenggaraan pelayanan dalam penyusunan, penetapan
dan penerapan Standar Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan
perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : Juni 2022

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
Kepala,

MEDI ISWANDI, ST, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1004




Lampiran : Keputusan Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Nomor SK : 050/69,a /VI/SK/Set/Bappeda-2022

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

TAHUN 2022
No. JUDUL SOP Penanggung Jawab
| |SEKRETARIAT
A. |SUB BAGIAN PROGRAM
1 |Penyusunan Rencana Strategi Sekretariat
2 |Penyusunan Rencana Kerja Sekretariat
3 |Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat
4 [Penyusunan Surat Keputusan Sekretariat
5 |Penyusunan Peraturan Gubernur Sekretariat
SUB BAGIAN KEUANGAN
6 |Pembayaran Dana TU Sekretariat
7 |Pencatatan Transaksi pada BKU Sekretariat
8 |Pertanggungjawaban Dana TU Sekretariat
9 |Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat
10 |Prosedur Pembukuan Secara Aplikasi (SIPD Penatausahaan Sekretariat
11 |Prosedur Pengajuan Gaji dan TPP Sekretariat
12 |Prosedur Pengajuan SPP dan SPM LS Barang Jasa Sekretariat
13 |Pencairan Uang Persediaan Sekretariat
14 |Prosedur Pengajuan Ganti Uang Sekretariat
C. [SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
15 |Surat Masuk Sekretariat
16 |Surat Keluar Sekretariat
17 |Pengajuan Taspen, Karpeg, Karis/Karsu Sekretariat
18 |Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Sekretariat
18 |Kenaikan Pangkat Pegawai Sekretariat
20 |Pengajuan Pensiun Sekretariat
21 |Pengadaan Barang (BMD)dan Habis Pakai Sekretariat
22 |Peminjaman Kendaraan Dinas Sekretariat
23 |Peminjaman Ruangan Rapat Sekretariat
24 |Perawatan Peralatan, Mesin lainnya dan Kendaraan Sekretariat
25 |Penghapusan Aset Sekretariat
26 |Penerimaan Tamu Sekretariat
D [BIDANG PERENCANAAN PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH
27 |Prosedur Penyusunan Dokumen Perencanaan P2EPD
28 |Prosedur Perencanaan Hibah dalam Dokumen RKPD/ Perubahan P2EPD
RKPD
29 |Fasilitasi Dokumen Perencanaan Tahunan Kabupaten/Kota (RKPD) P2EPD
30 [Permintaan Data IKU, IKD dan indikator Kinerja Program ke SKPD P2EPD
31 |Pembahasan Data IKU, IKD dan IndikatorKinerja Program P2EPD
E [BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA




32

Pelaksanaan RANDA PUG

Bidang Pemerintahan dan
Pembangunan Manusia

BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

33

Verifikasi Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Ekonomi dan
Sumber Daya Alam

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

34

Monev Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

35

Pelaksanaan Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

36

Pelaksanaan Koordinasi Geopark

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

37

Verifikasi Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

38

Monev Bidang infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

39

Anggaran Perubahan DPA

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

40

Laporan Tahunan Bidang Infrastruktur

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Padang, Juni 2022

Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Kepala

i Iswanmr\d

Pembina Utama Madya
NIP. 18750502 199903 1 004




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGNUNAN DAERAH
SEKRETARIAT

Nomor SOP 065/01/SOP/VI/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan {3 Juni 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh fiKepala, &

/L/\

Pembina Utama Madya
NIP 19750502 199903 1 004

Nama SOP Penyusunan Rencana Strategis

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor
2. Permendagri

3. Perdattg RPJMD

4. Pergub

1. Pendidikan minimal S1
2. Pernah mengikuti Bimtek perencanaan

3. Mampu mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Surat Keluar

3. SOP Penyusunan data informasi
4. SOP Pelaksanaan Rapat
5.80P_Pengarsipan

1. RPJMD Berjalan, UU, kebijakan-kebijakan pemerintah daerah
2. Komputer/Note Book dan perangkatnya
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka sistem penganggaran tidak akan optimal perenca-
naannya.

Manual dan elektronik di Bappeda dan DPKD




"

Prosedur

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterang
Sekretaris Kasubag JFUIJFT Tim Kepala Kelengkapan Waktu Output an
Program Renstra
1 Menugaskan Kasubag Program untuk penyusunan Disposisi pada surat — Tersusunnya form
Renstra berdasarkan disposisi Kepala masuk Rencana Strategis
L 4
Menyiapkan SK Tim Penyusunan Renstra dar Nota 2
2 |permintaan usulan kegiatan ke Bidang/Bagian untuk Form Renstra 15 Menit TeERginga Forrp
; Rencana Stategis
bahan renja dengan formatnya
L 4
Menghimpun bahan-bahan penyusunan renjadan " .| Terisinya data setiap
4 menyerahkan ke Kasubag Program Usulan Bidang 1 hari bidang
Meneliti kelengkapan bahan-bahan dan melalsanakan Y Buhan Ponvisunan Bahan Penyusunan
4 |rapat pembahasan dengan bidang dan tim petyusunan y 1 hari Renstra dan
; Renstra
renja . Undangan Rapat
T i i Bahan Penyusunan iy
4 Melaksanakan rapat pembahasan dengan bicang dan Repstiasens Untncan]  Fiam Notulen Rapat dan |dilaksanak
tim penyusunan renja serta Kepala Rapat 9 l draft an sesuai
I ape kehutuhan
5 MembuaF konsep Draft Renja untuk diparaf okh I Notulen Rapat dan 3 hari Draft Renstra
Sekretaris draft
/
6 Menerima draft renja dan menelitinya untuk dteruskan Draft Renstra yg sdh 3iam Draft Renstra yg sdh
kepada Kepala. / diperiksa dan diparaf ) diperiksa dan diparaf
7 Menandatangangani Draft renja, jika setuju jika tidak / Draft Renstra yg sdh 2iam Renstra yg sdh dittd
dikembalikan kepada sekretaris untuk diperbaiki diperiksa dan diparaf ! dan surat pengantar
: y ; 7 m—
Menerima draft yang sudah ditanda tangani din ;
8 |mengembalikan kepada Kasubag Program urtuk dikrim S?::g E::ku R:dnlfﬁi?t?d 15 menit 5::2&:;{9::2?&1
ke Bappeda gls yg peng
Menerima Darft dan menugaskan staf untuk ,
9 mencatatkan di Daftar Pengendali keluar, nonor dan Renstra yg sdh dittd 30 menit Renstra yg sdh dittd
stempel kemudian mengirimkan ke alamat sirat dan 1 dan surat pengantar dan surat pengantar
berkas diarsipkan
Mencatatkan di Daftar Pengendali keluar, nonor dan 5
10 |stempel kemudian mengirimkan ke alamat sirat dan 1 Rent;?‘ d::t::‘rat 30 menit aai R‘::;?r:ra siap
berkas diarsipkan Peng




HMALTE Ra haRAY

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGNUNAN DAERAH
SEKRETARIAT

Nomor SOP 065/02/SOPNI/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan 1% Juni 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

ﬁ(epala, &:

Pembina Utama Madya
NIP 19750502 199903 1 004

Nama SOP Penyusunan Rencana Kerja

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Rencana
Pemerintah

2. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Struktur Organisasi dan Tata
Kerja Perangkat Daerah

3. Peraturan Gubernur Sumatera Barat tantang Penyusunan Perencanaan
Pembangunan

1. Pendidikan minimal S1
2. Pernah mengikuti Bimtek perencanaan
3. Mampu mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Penyusunan Renstra

1. Renstra, RPJMD Berjalan, UU, kebijakan-kebijakan pemerintah daerah
2. Komputer/Note Book dan perangkatnya
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka sisten penganggaran tidak akan optimal perenca-
iiaannya

Bappeda dan DPKD




Prosedur

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterang
Sekretaris Kasubag JFUIJFT Tim Kepala Kelengkapan Waktu Output an
Program Renstra
Menugaskan Kasubag Program untuk penyusunan Disposisi pada surat ; Tersusunnya form
1 ; 2 1 hari ;
Renstra berdasarkan disposisi Kepala masuk Rencana Strategis
L 4
Menyiapkan SK Tim Penyusunan Renstra dan Nota o
2 |permintaan usulan kegiatan ke Bidang/Bagian untuk Form Renstra 15 Menit giny -
; Rencana Stategis
bahan renja dengan formatnya
Menghimpun bahan-bahan penyusunan renjadan * ; . | Terisinya data setiap
4 menyerahkan ke Kasubag Program Ustian Bidsng Thes bidang
Meneliti kelengkapan bahan-bahan dan melaksanakan . Biibisn Periiisiii Bahan Penyusunan
4 [rapat pembahasan dengan bidang dan tim penyusunan y 1 hari Renstra dan
; Renstra
renja 1 Undangan Rapat
i I Rapat |
4 Melaksanakan rapat pembahasan dengan bidang dan R:::t?: c':;”f;:f&uar:]a';n 1iam Notulen Rapat dan |dilaksanak
tim penyusunan renja serta Kepala 9 } draft an sesuai
| e J Repst kehutithan|
Membuat konsep Draft Renja untuk diparaf olzh Notulen Rapat dan ;
5 Sekesbaris draft 3 hari Draft Renstra
M
6 Menerima draft renja dan menelitinya untuk diteruskan Draft Renstra yg sdh o Draft Renstra yg sdh
kepada Kepala. / l diperiksa dan diparaf ! diperiksa dan diparaf
- Menandatangangani Draft renja, jika setuju jika tidak Draft Renstra yg sdh Bl Renstra yg sdh dittd
dikembalikan kepada sekretaris untuk diperbaiki diperiksa dan diparaf I dan surat pengantar
. X » A 4 o
Menerima draft yang sudah ditanda tangani dan .
8 |mengembalikan kepada Kasubag Program urtuk dikrim S[::::{ E’;gku R:;;Z:E d 15 menit ?::22;{9 ::ha{:gi
ke Bappeda gis ¥g e
Menerima Darft dan menugaskan staf untuk W
9 mencatatkan di Daftar Pengendali keluar, nomor dan Renstra yg sdh dittd 30 menit Renstra yg sdh dittd
stempel kemudian mengirimkan ke alamat surat dan 1 dan surat pengantar dan surat pengantar
berkas diarsipkan
Mencatatkan di Daftar Pengendali keluar, nomor dan Baivedan sticel Buku Renstra sia
10 |stempel kemudian mengirimkan ke alamat surat dan 1 30 menit P

berkas diarsipkan

pengantar

kirim




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGNUNAN DAERAH
SEKRETARIAT

Nomor SOP 065/ 03/SOP/VI/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan {5 Juni 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh f- Kepala, Q

A\

Medi Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19750502 199903 1 004

Nama SOP Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (LAKIP)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Pendidikan minimal S1 atau sederajat
2. Memiliki kemampuan untuk menganaliasa data

3. Bisa mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk

2. SOP Renstra

3. SOP Penyusunan SK
4. SOP Penetapan Kinerja

15. SOP Pengarsipan

1. DPA SKPD
2. Komputer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka penyusunan laporan akuntabilitas tidak
dapat dilaksanakan dengan baik.

Manual dan elektronik di Biro organisasi, Inspektorat




Prosedur

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Sekretaris Kasubag JFUIJFT Kepala Kelengkapan Waktu Output
Program
Menugaskan Kasubag Program untuk menyusun : i . -
o S 2 S Disposisi dan Surat .. | Disposisi dan Surat
1 |Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemearintah Permintaan LAKIP, 15 menit Permintaan LAKIP,
(LAKIP)
Membuat format pengumpulan data dan informasi dari y
2 masing-masing bidang dan Menugaskan Staf untuk Disposisi dan Surat 15 menit Format permintaan
menyampaikan format pengumpulan data kepada unit Permintaan LAKIP, LAKIP
kerja terkait
3 Menyampaikan format data, mengihmpun data Format permintaan 3 hari Bahan penyusunan
menyampaikan hasilnya kepada Kasubag Program LAKIP LAKIP
WV
Memeriksa dan menganalisa data yang dihimpun dan R li Bahan penyusunan .
* membuat draft LAKIP serta surat pengantar I—Tl LAKIP Ead et AR
Meneliti dan mengkaiji draft Lakip dan memaraf jika /"\ Draft LAKIP dan
5 |setuju untuk diteruskan ke Kepala jika tidak menge \ Draft LAKIP 1 hari konsep surat
mbalikan ke Kasubag program utk diperbaiki. / pengantar
i . - Y
Menyetujui / menandatangani Laporan Akuntabilitas Draft LAKIP dan
6 |Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), jika setuju jika ada ‘;/ konsep surat 2 jam Déﬁﬂal;::rlp d:ghsgi:?;
perbaikan dikemablikan utk diperbaiki pengantar Rengamaryg
v
Mencetak dan menugaskan staf untk mengiimkan ke DraftLARIP gan . LAKIP dan Surat
7 instansi terkait Slirel pEngantaryg Zhar Pengantar
sdh dittd g
Menigirimkan sesuai alamt yang dituju setelah LAKIP dan Surat ; LAKIP daan Surad
8 : i - 1 jam Pengantar yang
melengkapi administrasi persuratannya Pengantar terkirim




SUSAATI R A BARD

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SEKRETARIAT

Nomor SOP 065/04/SOP/Vi/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan {% Juni2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh f Kepala, gf—

di Iswandi, ST, MM
mbina Utama Madya
NIP 19750502 199903 1 004

Nama SOP Penyusunan Surat Keputusan

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami tentang pengelolaan administrasi umum
3. Bisa mengoperasionalkan komputer
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat masuk dan surat Keluar 1. DPA SKPD
2. SOP Keputusan Gubernur 2. Komputer
3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidal dilaksanakan maka penyusunan pergub tidak optimal

Biro Hukun (manual/elektronik)




Prosedur

Pelaksana Mutu Baku
e tagjaken Kasubag JFUIJFT Kabid Sekretaris Tim Kepala Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Penyusun
Menugaskan staf menyiapkan bahan-bahan ?izAF;:]eﬂg:z;:? %ﬁfﬁ;eﬂgﬂ:a?
1 |Penyusunan Pergub dan membuat Kpts tentang Tim Pergub gan 1 hari Pergub gan
Penyusunan Pergub Disposisi Disposisi
Mengetiik Ranc Pergub dan surat pengantar dan %anF;e}:‘eﬂi:ﬁ e:tr?
2 |menyerahkan kepada Kasi/Kasubag terkaituntuk Perguh gan 3 hari Draft Pergub
dikoreksi l Disposisi
i _i Rapataapat |
; Nota hasil dilaksanakan
3 I'lgleerlaﬁianakan Rapat dengan Tim Penyusunan Renc —I ’** —{ Draft Pergub 1 hari Pembahsan dan  |sesuai kebutuhan
g x 7y Draf dan anggaran
vann terseria
4 Mengetik Ranc sesuai hasil pembahasan denganTim L g::br;??ssf;n dan 1 hari tbaikan Darft
dan menyerahkan kepada Kasi/Kasubag terkait 3 Draf P
Meneliti dan memeriksa draft Ranc Pergub dan 3
meneruskan ke Bidang terkait untuk diteruskan kepada ; s Draft Pergub yang
9 Sekretaris untuk diparaf dan menyiapkan Surat perbaikan Darft 2 jam sdh diteliti
Pengantar ke Biro Hukum Untuk penelitian legal darfting
Meneliti dan memaraf darft Ranc Pergub beserta 4
6 |kelengkapannya dan meneruskan kepada Sekretais gﬁ%;};ﬁun yang 1 hari gﬁ%ﬁ;ggm yang
untuk diparaf
Meneliti dan memaraf darft Ranc Pergub beserta v Diraft Pergub van Edrﬁf:ji'?;g?lé::ang
7 |kelengkapannya dan meneruskan kepada Kepala intuk sdh di tel'n? yang 1 hari surat pengantar yg
diparat sdh diparaf
i 7
Jika setuju memarat Draft Pergub dan menandataigani ?Jﬂi;fmsyzgzang Eézfg::;irgtél;:ang
8 |surat pengantar ke Biro Hukum, jika tidak \ st benaariar 2 jam sLIFAE BEnaEmte?
mengembalikan kepada Sekretaris untuk diperbaiki " di?a argf ¥ siihy diFt)l d 9 9
Draft Pergub yang Draft Pergub yang
9 Menyerahkan draft yang sudah diparaf dan pengartar ke < sdh diteliti dan 15 menit sdh diteliti dan
Kasi/Kasubag terkait untuk dikirim |2 surat pengantar yg surat pengantar yg
sdh dittd sdh dittd
Draft SK yang sdh DraftSK yang sdh
. N . diteliti dan surat . diteliti dan surat
11 |Meneruskan ke Sekretaris untuk diteliti dan diparaf pengantar yg sdh 30 menit pengantar yg sh
dittd dittd dan diberi
. 4 DraftSKyang sdh Draft SK yang sdh
Menerima dan meneliti konsep SK dan jika setuju / \ diteliti dan surat diteliti dan surat
12 |memaraf dan meneruskan ke Kepala, jika tidak pengantar yg sdh 30 menit  |pengantar yg sdh

mengembalikan ke Kasubag terkait

dittd dan diberi
nomor

dittd dan diberi
nomor




Draft SK yang sdh DraftSK yang sdh
; diteliti dan surat diteliti dan surat
13 gﬁerr:enl:sa kc:nrs:p ggkganﬂr:e;q:kraf duantukrbm?kl';r:’ﬂg \ pengantar yg sdh 1 jam pengantar yg sdh
Hel pengantarke Sekda, jika tidk ada perbel dittd dan diberi dittd dan diberi
nomor nomor
Uransk yang san
: diteliti dan surat
14 uMI'ne(trjEr:jTI:?r'konsep SK dan meneruskan ke Kasubag pengantar yg sdh e Draft SK
im dittd dan diberi
\( noamnr
i ] Draft yang sdh
15 g’le""'garf"f” ffaf “”‘L‘k g‘_e’“:ez nomor surat pergantar |:_| Draft SK 15menit |diparaf Kepala dan
an menygiimkannya ke Biro Hukum tid surat pengantar
! ; L . Draft yang sdh Draft yang sdh
16 ﬂe:catatdr Daftar pengendali dan mengirimkan k: Biro diparaf Kepala dan| 30 menit |diparaf Kepala dan
Gl ttd surat pengantar ttd surat pengantar
-,
Menerima hasil koreksi dari Biro Hukum dan Draft yang sdh ;
" memperbaiki draft ditelit Biro Hukum 30menit  |Undangan Rapat
y
Menerima dan meneliti draf final kemudian dan : D_raﬂ yang adh
. Draft yang sdh ¢ diparaf Kabag dan
18 |memarafsurat pengantar untuk diteruskannya ke fepala : G 15 menit
tuk dittd diperbaiki Surat pgtr ke
untu R Sekda
W
- : Draft yang sdh Draft yang sdh
19 M;nelrrtllt:rag;:gmaraf draft dan menandatangani sirat <> diparaf Sekr dan 2jam diparaf Sekr dan
penga A surat pengtr surat pengtr
; ] : / Draft yang sdh Draft yang sdh
20 I‘;(d:n;nn;zﬂDraf dan :’:;m iar;(g S"'g o d"??(d:_langm' diparaf Sekr dan 30 menit  |diparaf Sekr dan
pala menyerahkan keKasubag untuk diprosss surat pengtr surat pengtr
y
. Draft yang sdh Draft yang sdh
21 {I';lenugasklal?n itaf unukjk glel:gben nomar surat pemantar diparaf Sekr dan 15 menit  |diparaf Sekr dan
n mengrimkannya ke Sekda surat pengtr surat pengtr
. ’ o Draft yang sdh
22 gﬂ;r::tat 4i Daftar pengendali dan mengirimkan ke diparaf Sekr dan 30 menit | Draft siap kirim
surat pengtr
Menerima SK yang sudah ditandatangi oleh Gubenur Draf SK va sdh
23 |dan dan menyerahkan untuk diberi nomor dan 4 ¥ 30 menit  [SK Gub
: dittd oleh Gub
digandakan
" . A 4 SK Gub yang sdh
24 Menenmz SKdtar; merr:jl_:et?_ l:r:or!':kc:r dan mencetak serta | i SK Gub t5icenE  |bememor dan
menugaskan staf mendistribusikannya digandakan
SK Gub yang sdh
25 |Mendistribusikannya SK bernomor dan 1 jam SK yg akan dikirim

digandakan




SUmARTERA KARAT

PEMERINTAH PROVINS|I SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGNUNAN DAERAH
SEKRETARIAT

Nomor SOP 065/05/SOP/V1/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan [%  Juni 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

f Kepala, w
N\

di Iswanfs’T,‘MM
Pembina Utama Madya
NIP 19750502 199903 1 004

Nama SOP Penyusunan Peraturan Gubernur

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami tentang pengelolaan administrasi umum
3. Bisa mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat masuk dan SOP surat Keluar 1. DPA SKPD
2. SOP Keputusan Gubernur 2. Komputer

3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP ini tidak dilaksanakan maka penyusunan pergub tidak optimal

Manual dan Elektronik




Prosedur

Pelaksana

Mutu Baku

Ne. Ragyean Kasubag | JFUIJFT Kabid Sekretaris Tim Kepala Kelengkapan | Waktu Output Kleeanann
Penyusun
Menugaskan staf menyiapkan bahan-bahan '?:nAP;iziﬂa:r? ?;Aﬁeizﬁﬂ?x;?
1 |Penyusunan Pergub dan membuat Kpts tentang Pacaiib dan 1 hari Pergub dan
Tim Penyusunan Pergub Disgosisi Disposisi
Mengetiik Ranc Pergub dan surat pengantar dan 2 '?il:nAF;eKnezgsﬁﬁéﬁl
2 |menyerahkan kepada Kasi/Kasubag terkaituntuk Pergub gan 3 hari Draft Pergub
dikoreksi ‘L Disposisi
i \L Rapataapatl |
. Nota hasil dilaksanakan
3 I'F;-‘Iae:ik;aéna:zn Rapat dengan Tim Penyusunan — —1 Draft Pergub 1 hari Pembahsan dan  |sesuai kebutuhan
9 s 3 Draf dan anggaran
vana tersedia
4 Mengetik Ranc sesuai hasil pembahasan dengan EO:br;SiL dan 1 hari rbaikan Darft
Tim dan menyerahkan kepada Kasi/Kasubag tekait D?af e pe
Meneliti dan memeriksa draft Ranc Pergub dan ,
meneruskan ke Bidang terkait untuk diteruskan 3 Draft Pergub yan
5 |kepada Sekretaris untuk diparaf dan menyiapkan perbaikan Darft 2 jam sdh ditelli‘g yang
Surat Pengantar ke Biro Hukum Untuk penelitian
legal darfting
Meneliti dan memaraf darft Ranc Pergub beser A 4
6 |kelengkapannya dan meneruskan kepada Edrﬁf:j:?;;?m yrog 1 hari Eﬁ%:;:ﬁw yang
Sekretaris untuk diparaf :
Meneliti dan memaraf darft Ranc Pergub besera J Draft Perqub van Eﬁ%gzégtggang
7 |kelengkapannya dan meneruskan kepada Kepda sdh ditelirgu iy 1 hari surat pengantar
untuk diparaf i di‘::aargf 8
i v
Memaraf Draft Pergub dan menandatangani suat / gé:t:?:ﬁg'gi:ang Eé:ﬂd!;:l:glg;:ang
8 |pengantar ke Biro Hukum, jika tidak mengembaikan \ p—— 2 jam surat pengantar
kepada Sekretaris untuk diperbaiki sdh d:;argf ¥ sdh dil:td g ys
Draft Pergub yang Draft Pergub yang
9 Menyerahkan draft yang sudah diparaf dan sdh diteliti dan 15 menit sdh diteliti dan
pengantar ke Kasi/Kasubag terkait untuk dikirin surat pengantar yg surat pengantar yg
sdh dittd sdh dittd
Draft Pergub yang Draft Pergub yang
: s sdh diteliti dan
10 Menugaskan staf untuk memberi nomor surat sdh diteliti dan 15 menit |surat pengantar yg
pengantar dan mengirimkannya ke Biro Hukun surat pengantar yg <dh dittd dan
sdh dittd -
diberi nomor




Mencatat di Daftar pengendali dan mengirimkan ke

Draft Pergub yang
sdh diteliti dan

Draft Pergub yang
sdh diteliti dan

{11 ] surat pengantar yg 1jam surat pengantar yg
Biro Hukum sdh dittd dan sdh dittd dan
diberi nomor diberi nomor
Draft Pergub yang Draft Pergub yang
; ; S e o sdh diteliti dan sdh diteliti dan
12 m:nmen::lfa?lzsdllr:;rekm dari Biro Hukum dan surat pengantar yg 1 jam surat pengantar yg
P sdh dittd dan sdh dittd dan
diberi nomor diberi nomor
N4
Melaksanakan rapat pembahasan dengan Tim Undangan Rapat ;
13 penyusunan - dan draft Pergub 1 hari Notulen Rapat
A
14 Memperbaiki Draft bersama staf dan meneruskan Draft dan Notulen TR Draft yang sdh
ke Kabag/Kabid untuk diparaf Rapat diperbaiki
" - . Y
Menerima dan meneliti draf kemudian — Draft yang sdh ) Draft yang sdh
15 |meneruskannya ke Sekerataris dan memaraf susat diperbaiki 1 jam diparaf Kabag dan
pengantar untuk ke Biro Hukum pe Nota Dinas
Menerima dan meneliti draf kemudian
16 |meneruskannya ke Kepala dan memaraf surat Eraeﬂrg';';? il 1 jam c[l)irz?"ayfa;gksrvgraris
pengantar untuk ke Biro Hukum P P
4 Draft yang sdh
17 Meneliti dan memarafdraft dan menandatangani Draft yang sdh 2iam diparaf Kepala
surat pengantar penelitian ulang ke biro hukum diparaf Sekretaris ! dan ttd surat
pengantar
Menerima Draf dansurat yang sudah ditandatangani D_raft y#ng sdh D_raﬂ yang sdh
18 |Kepala dan menyerahkan ke Sekretaris untuk Ciparal Kapai 30 menit diparaf Kepala
dibroses Y dan ttd surat dan ttd surat
P pengantar pengantar
Draft yang sdh Draft yang sdh
19 Menugaskan staf untuk memberi nomor surat diparaf Kepala 15 menit diparaf Kepala
pengantar dan mengirimkannya ke Biro Hukum dan tid surat dan ttd surat
pengantar pengantar
Draft yang sdh Draft yang sdh
20 Mencatat di Daftar pengendali dan mengirimkan ke diparaf Kepala 30 menit diparaf Kepala

Biro Hukum

dan ttd surat
pengantar

dan ttd surat
pengantar




Menerima hasil koreksi dari Biro Hukum dan

Draft yang sdh

#1 memperbaiki draft ditelit Biro Hukum S0menit |Undangan Rapat
y
Melaksanakan rapat finalisasi dengan Tim Undangan Rapat i
#e penyusunan -, T ' dan draft Pergub 1t D Repat
23 Memperbaiki Draft bersama staf dan meneruskan Draft dan Notulen 1 hari Draft yang sdh
ke Kabag/Kabid untuk diparaf Rapat diperbaiki
Menerima dan meneliti draf final kemudian Draft yang sdh c[l)i::?;ayfa;gbsac;hdan
24 meneruskannya ke Sekerataris dan memaraf suat diperbaiki 15 menit Surat pgtr ke
pengantar untuk ke Sekda untuk diparaf Sekda
sdh
Menerima dan meneliti draf kemudian g’i;aaﬂrayfa;gbsadgh dan z;:ﬂr:falggbag dsin
25 |meneruskannya ke Kepala dan memaraf surat Surat pgtr ke 30 menit Surat pgtr ke
pengantar untuk ke Sekda Sekda —
N
- i Draft yang sdh Draft yang sdh
26 Meneliti dan mergazlf draft dan menandatangani <> diparaf Sekr dan 2jam diparaf Sekr dan
surat pengantar Sekda i surat pengtr surat pengtr
Menerima Draf dan surat yang sudah Draft yang sdh Draft yang sdh
27 |ditandatangani Kepala dan menyerahkan ke diparaf Sekr dan 30 menit |diparaf Sekr dan
Sekretaris untuk diproses surat pengtr surat pengtr
; Draft yang sdh Draft yang sdh
28 Menugaskan staf "m.t‘.Jk memberi nomor surat diparaf Sekr dan 15 menit |diparaf Sekr dan
pengantar dan mengirimkannya ke Sekda surat pengtr surat pengtr
. . . Draft yang sdh
29 gle;;atatdl Daftar pengendali dan mengirimkan ke diparaf Sekr dan 30menit |Draft siap kirim
S surat pengtr
Menerima Pergub yang sudah ditandatangi oleh f
30 |Gubernur dan dan menyerahkan ke Kabid terkait SD(::f d?t?c;g;tghy%ub 30 menit SDdr: d':i,t?c:g;lghy%;ub
untuk digandakan/cetak
31 Menugaskan Kasi/Kasubag untuk mencetak dan Draf Pergub yg 15 menit Draf Pergub yg
mendistibusikan untuk menugaskan Kasi sdh dittd oleh Gub sdh dittd oleh Gub
Menerima Pergub dan memberi nomor dan Draf Pergub yg
32 |mencetak serta menugaskan staf strzf dlzi.t?c;gc::hy%;ub 15 menit |sdh dittd oleh Gub
mendistribusikannya dan sdh bernomor
. P k
33 [Mendistribusikannya Pergub 5;3:? ygxdn 1 jam d;zg::!b 4G Anan




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGNUNAN DAERAH
SEKRETARIAT

Nomor SOP 065/06/SOP/VI/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan (2 Juni 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh 7: Kepala, g¢—

A

Medi Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19750502 199903 1 004

Nama SOP Pembayaran Dana UP, GU, TU

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
2. PP Nomor 12 tahun 2019 tertang Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Dae

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memiliki pengetahuan bidang administrasi keuangan
3. Bisa mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pelaksanaan Kegiatin 1. DPA SKPD
2. SOP Penyusunan Dokumen SPJ Bendahara Pengeluaran 2. Komputer

3.ATK

-F.’eringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan mika pencairan dana akan terhambat

Manual dan elektronik




PROSEDUR

Meminta persetujuan PPTK

untuk pembayaran dana UP, N?a.D'na.S‘ 30 menit Nota Dinas, Kwitansi
witansi
GU, TU
Menyetujui pembayaran Dana
UP, GU, TU jika lengkap, jika Nota Dinas, 1kt Persetujuan Kwitansi
tidak mengembalikan ke staf Kwitansi } Dana UP, GU, TU
untuk dilengkapi
Menyetujui pembayaran Dana Nota Dinas, 30 menit Persetujuan Kwitansi
UP, GU, TU Kwitansi Dana UP, GU, TU
Menyetujui pembayaran Dana Nota Dinas, 4 i Persetujuan Kwitansi
UP, GU, TU Kwitansi } Dana UP, GU, TU
Persetujuan
’:;mz? 3;:; Daannz Urﬂzu 2L Kwitansi Dana UP, 30 menit Uang
uai g witansi GU, TU
Persetujuan
Menerima Dana UP, GU, TU Kwitansi Dana UP, 15 menit Uang

GU, TU




Nomor SOP 065/07/SOP/VI/Bappeda-2022
Tanggal Pembuatan { % Juni2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh f Kepala, F
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADANPERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SEKRETARIAT Medli Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19750502 199903 1 004

Nama SOP Pencatatan transaksi pada BKU

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan 1. Pendidikan minimal SLTA

2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 2. Memiliki pengetahuan bidang administrasi keuangan

3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pelaksanaan Kegiatan 1. DPA SKPD

2. SOP Penyusunan SPJ Bendahara Pengeluaran 2. Komputer
3. ATK

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dilaksanalan maka akan terjadi kekeliruan dalam pencatatan




PROSEDUR

Menugaskan staf untuk mencatat
transaksi kegiatan ke BKU

Mencatat Transaksi kegiatan ke
BKU dan menutup buku tiap bulan

Mengesahkan Transaksi kegiatan
di BKU setiap bulan

Mengesahkan Transaksi kegiatan
di BKU setiap bulan

Kwitansi, Lampiran
SPJ

Kwitansi, Lampiran
SPJ

BKU

BKU

1jam

5 hari

1 jam

1jam

Penugasan staf

BKU perbulan

Persetujuan dan tanda
tangan pada BKU

Persetujuan dan tanda
tangan pada BKU




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SEKRETARIAT

Nomor SOP 065/08/S0P/Vi/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan 1% Juni 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh f Kepala, ﬂ-
i
Mefli Iswandi, ST, MM

Pembina Utama Madya
NIP 19750502 199903 1 004

Nama SOP Pertanggungjawaban Dana TU

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
4, Peraturan Gubernur Nomor tentang uraian tupoksi

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memiliki pengetahuan bidang administrasi
3. Bisa mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan I3eralatanfperlengkapan
1. SOP Pelaksanaan Kegiatan 1. DPA SKPD
2. SOP Pencatatan Transaksi 2. Komputer

3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pencairan dana akan terhambat




PROSEDUR

Menyetorkan sisa Dana TU ke

Laporan realisasi

BANK Kwitansi Ll Koians]
Menerima sisa dana TU Kwitansi & Uang 1 jam Pengesahan Kwitansi
Menugaskan staf membuat SPJ Kwitansi dan : ; o
TU Laporan Kegiatan am Dispaslal
Membuat SPJ TU dan Kwitansi dan g
. h S
menyerahkan ke Bendahara Laporan Kegiatan Thap AT
Memeriksa SP2D dan j
h
menyerahkan ke PPK SPJTU 1 jam Pengesahan SPJ TU
Memveiifikasi dan mengesahkan
SPJ TUjika setuju / jika tidak SPJTU 1jam | Pengesahan SPJTU
mengembalikan ke bendahara
pengeluaran
v
Memverifikasi dan mengesahkan ;
SPJ TU SPJTU 1 jam Pengesahan SPJ TU
Memverifikasi dan mengesahkan .
SPJ TU dan diserahkan ke DPKD St 1 || BehgeREpeR SR
: : SPJ TU dan
Memverifikasi dan mengesahkan Kwitansi Setoran 2 hari Pengesahan SPJ TU

SPJ TU

Sisa TU




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SEKRETARIAT

Nomor SOP 065/09/SOP/VI/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan i%» Juni2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efekiif

ri
Disahkan oleh f Kepaia,w

A

M¢di Iswandi, ST, MM

Pembina Utama Madya
NIP 19750502 199903 1 004

Nama SOP Penyusunan Laporan Keuangan

[Dasar Hukum

~[Kualifikasi pelaksana

1. Undang-Undang Nomor 30 Tatun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

2. PP Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Da
3. Perda Prov. Sumatera Barat tentang APBD

1. Pendidikan minimal S1 Akutansi atau sederajat
2. Memiliki pengetahuan bidang administrasi keuangan
3. Bisa mengoperasionalkan komputer

[Keterkaitan Peralatan/periengkapan
1. SOP Pelaksanaan Kegiatan 1. DPA SKPD

2. SOP Penyusunan Dokumen SPJ Bendahara 2. Komputer

3. SOPPengentrian Data Simbada 3. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka pencairan uang akan terhambat

Manual/Elektronik




PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN s KET.
JFUJFT Kasubag Keu | Sekretaris Kepala KELENGKAPAN | WAKTU OUTPUT
Membuat jurnal keuangan,
buku kesar, kertas kerja dan SPJ Bendahara, 10 hari DreitLaparar
SP2D Keuangan
laporan keuangan .
Memverifikasi jurnal
keuangan, buku besar, kertas / Draft Laporan ; Draf keuangan
kerja dan draft laporan Keuangan 139 yarg sikiah
diVerifikasi
keuangan
Memverifikasi jurnal laporan
keuangan, buku besar, kertas Draf keuangan : Keuangan yang
. yang sudah 3 jam
kerja dan memaraf draft diVerifikasi sudah
laporan keuangan diVerifikasi
Menelti laporan keuangan, — P—
jika setuju menandatangani P S G dahg o Persetujuan
jika ticak mengembalikan ke JaIJ SUOE™ Lap. Keuangan
: diVerifikasi
sekrefaris
Mencetak laporan dan ‘F L &BoiEn Laporan
menugaskan staf untuk P 2 hari P I
o Keuangan Keuangan
mengirim
Mengirim laporan LAparEn 1jam LLHprn
Keuangan Keuangan




Nomor SOP 065/15/SOP/VI/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan [ Juni 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh f Kepala,ﬂt

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH Medi Iswandi, ST, MM

SEKRETARIAT Pembina Utama Madya
NIP 19750502 199903 1 004

Nama SOP Surat Masuk

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor tentang Perangkat Daerah 1. Pendidikan minimal SLTA
2. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata 2. Pernah mengikuti diklat ketatausahaan
Naskgh Dinas 3. Mampu mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pengurusan Surat Keluar 1. Buku Agenda/Daftar Pengendali Masuk
2. Lembar Disposisi

3. Alat Tulis

4. Kartu kendali masuk

5. Komputer dan perangkatnya

Peringafan Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP tidak dlaksanakan maka surat akan terlambat sampai ke bidang terkait Manual -




Prosedur

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
JFUIJFT  |Kasubag Umum)| Sekretaris .Badan/Dinas/Kant{ _Kelengkapan Waktu Output
Menerima surat dari unit kerja lain/stakeholder dan
1 |mencatat dalam agenda suarat sesuai klasifikasinya Bﬁgléfg;niiii?n 15 menit Sl;?é::ﬁg:gaﬁyg
serta dicatat dalam kartu kendali P
Memilah surat sesuai dengan sifat surat (surat biasa surat rahasia
dan rahasia) untuk surat rahasia disampaikan langsung Igs
2 |ke Ka. Badan/Dinas/Kantor dan untuk surat biasa Siﬁé;?-ﬂsel:za}{:{‘g 10 menit Su;itd:‘: 2?ki|§?lng ditindaklanjuti
dibuka dan diberi lembar disposisi dan diteruskan ke P sesuai instruksi
Kasubag Umum Kabadan
s ’ surat masuk yang
3 Meneliti _dan memeriksa surat dan meneruskan ke Surat mas-‘.l_.tk_ yang | 45 onit | sudah diberi lembar
sekretaris sudah dipilah : o
disposisi
surat masuk yan surat masuk yang
Meneliti surat yang masuk dan mendisposisi surat untuk S g .. | sudah didisposisi
4 | sudah diberi 10 menit ;
diteruskan kepada Kepala Badan lembar disposisi lanjutan oleh
" Sekretaris
Meneliti surat dan mendisposisi ke bidang/bagian terkait surat masuk yang
dan mennyerahkan ke Staf untuk diteruskan ke sudah didisposisi : i masqk g
5 : sl S i ; 30 menit sudah diberi
sekretaris untuk didisposisi lanjutan ke unit lanjutan oleh disposisi Kabadan
terkait/pengolah Sekretaris
; . . i Surat masuk yang
Mermilah surat sesuai dengan disposisi dan surat masuk yang sudah:dibedi
mencatatnya pada buku agenda dan menugaskan staf o i § ; i
6 . ; sudah didisposisi | 15 menit | disposisi Kabadan
untuk mencatat di kartu kendali masuk dan meneruskan : :
Ve prissing.fiisl it trkaitfoengelah Kabadan dan dicatat di K.
asing-masing unit terkait/pengolah. Kendali Masuk
Surat masuk yang Kartu kendali
Mendistribusikan surat sesuai dengan disposisi dan sudah diberi i weltne ol
; : . 3 . L .. | dan merah dimpan
7 |meminta tanda terima pada unit terkait/pengolah pada disposisi Kabadan | 10 menit ;
; . ; di Umum wama
kartu kendali masuk dan dicatat di K. S
: merah di Unit
Kendali Masuk
pengolah




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SEKRETARIAT

Nomor SOP

065/16/SOP/VI/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan

i>  Juni 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

i

Disahkan oleh

7 Kepala Bappeda Prov. Sumbary

Me lswand;,/é%‘

Pentbina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

Nama SOP

Surat Keluar

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 1. Pendidikan minimal SLTA
2 P_ermendagn Nomqr 52 tahurf 2911 tentang Standar Operasional Prosedur di 2. Mengerti Tata Persuratan
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang
3. Perubahan Perda nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di
4, . . .
Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
5 Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan
" Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
Keterkaitan Peralatan/periengkapan
1. Komputer/Laptop dan Printer
2. Buku Agenda nomor surat keluar
3. Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses administrasi tidak berjalan dengan efektif

Manual/Elektronik




Prosedur

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Kasubag/ Staf Sekretaris Kepala Kelengkapan Waktu Output
Kasubid
Mengonsep surat sesuai dengan kegiatan masing- . .. >
1 e e
masing dan menyerahkannya kepada staf untuk diketik Lember Dispasis! Sment | KanscpsumR
y
Mengetik konsep surat dan menyerahkannya ke ; Konsep surat yang
2 |kasubag untuk dikoreksi Konsep et Tomenit | idah diketik
Memeriksa konsep surat yang sudah diketik dan jika Y Konast Siivak e Konsep surat yang
3 |setuju memaraf konsep surat dan menyampaikan ke B g 10 menit  |sudah diperiksa
: < sudah diketik
Sekretaris untuk diparaf \ kasubag
Memeriksa konsep surat dan jika setuju memaraf Y
konsep surat dan menyampaikan ke Kepala untuk / \ HOtiEEp ‘suri.at R . Rrvisep = uret yang
4 | Ba—— ] : : sudah diperiksa 10 menit  |sudah diparaf
ditandatangani, Jika tidak setuju maka dikembalikan ke \/ kasiba Sekretaris/Kabid
Kasubag untuk diperbaiki g
\ 4
; . Konsep surat yang Surat yang sudah
e o TR sudan diparaf 30 menit  [ditandatangan
P Sekretaris/Kabid Kepala Badan
Menerima surat yang sudah ditandatangarni Kepala dan A 4 Surat yang sudah Surat yang sudah
6 |meneruskannya kepada Kasubag/Kasubid untuk ditandatangani 10 menit  |ditandatangani
diproses Kepala Badan Kepala Badan
Memberikan surat yang sudah ditandatangani Kepala Surat yang sudah Surat yang sudah
7 |kepada staf untuk meminta nomor surat dan stempel ditandatangani 10 menit  |ditandatangani
yang akan dikirim Kepala Badan Kepala Badan
Staf mengarsipkan surat keluar sesuai klasifikasinya SiLl;r:rti ::;%f:g:gai Tanda penerimaan
8 |dan mengirim surat sesuai dengan tujuan/alamat 30 menit  |surat keluar di buku

disertai bukti pengiriman dan tanda terima

kode penomoran
klasifikasi

ekspedisi




GLAATELA BARSAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SEKRETARIAT

Nomor SOP 065/17/SOP/VI/Bappeda-2022

[%  Juni 2022

Tanggal Pembuatan

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh 7,Kepala Bappeda Prov. Sumbire

Medi lswandi,/.s‘%

Penibina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

Nama SOP Pengajuan Taspen, Karpeg, Karis/Karsu

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1899 tentang Perubahan alas Undang-undang

! Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 1. Pendidikan minimal S-1
2  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Memahami undang-undang dan peraturan kepegawaian
3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 3. Menguasai Komputer
4 Permendagri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang
5 Perubahan Perda nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
5 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas
Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Komputer/Laptop dan Printer
2. Data Kepagawaian
3. Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP tidak dlaksanakan maka proses administrasi tidak berjalan dengan efisien

Manual/Elektronik




Prosedur

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku
Kasubag/ Staf Sekretaris | Kepala | Kasubag Kelengkapan Waktu Output
Kasubid b
Menginventarisir pegawai yang akan mengaukan data pegawai yang 15 menit: linventansir vesawsi
! usulan penerbitan kartu Taspen, Karpeg, Kais/Karsu akan naik pangkat peg
2 Melengkapi bahan-bahan persyaratan Qegawai yang . berkas-berkas 30 menit |bahan persyaratan
akan mengusulkan taspen, karpeg, karis/kansu < persyaratan
- _— th Konsep surat yang
3 Melegalisir bahan-b_ahan persyaratan penguulan :.:a an.y.g 15 menit |sudah diperiksa
taspen, karpeg, karis/karsu dilegalisir

kasubag

Membuat telaahan staf untuk pengusulan taspen,
karpeg, karis/karsu

M

Membuat surat untuk pengusulan taspen, kapeg,
5 |karis/karsu yang dialamatkan ke Badan Kep:gawaian
Daerah ProvinsiSumatera Barat

komputer, kertas dan
Pena

30 menit

telahaan staf yg
telah ditandatangani

komputer, kertas dan
Pena

15 menit

Konsep surat yang
telah ditandatangani

Surat yang telah ditandatangani diberi noma surat
keluar oleh petugas pengarsip surat

buku agenda

5 menit

surat yg telah diberi
nomor

Surat yang telah diberi nomor tersebut diberstempel
7 |dan dimasukkan ke dalam amplop, kemudian dicatat
pada buku agenda surat keluar kepegawaiai

buku agenda

5 menit

surat pengusulan

Pengiriman surat pengusulan taspen, karpej,
8 |karis/karsu ke Badan Kepegawvaian Daerah Provinsi
Sumatera Barat

15 menit

bukti pengiriman

Menyimpan dan mengarsipkan surat penguslan
9 |tespen, karpeg, karis/karsu ke dalam tempalfile yvang
telah disediakan

tempat file

5 menit

arsip surat




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

Sekretariat

Nomor SOP

065/18/SOP/VI/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan

D> Juni 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

4
erepala Bappeda Prov. Sumbar E"

di Iswandi, ST. MM
Pembina Utama Madya

NIP. 197560502 198903 1 004

Nama SOP

Kenaikan Gaji Berkala Pegawai

IDasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

Undang-undang Nomer 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang
Nomor 8 Tahun 1974 fentang Pokok-Pokok Kepegawaian

1. Pendidikan minimal S-1

2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
3 Peraturan PemerintahNomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
4 [Kedelapan Belas atasPeraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang
Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
5 Permendagri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2018 tentang
6 Perubahan Perda nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat
2 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2020 tentang Uraian
Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Komputer/Laptop dan Printer
2. Data Kepagawaian
3. Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses kenaikan gaji berkala akan mengalami

hambatan

Manual/Elektronik




PROSEDUR

Daftar Nama Pegawai

Berkalanya.

irj;:ﬁ;aa siapa saja Pegawai yang akan naik gaji berkala setiap Data Pegawai 30 menit |yang akan Naik Gaji
berkala

Daft Surat usulan kenaikan gaji

Membuat usulan engusulkan daftar Pegawai Negeri Sipil yang F M I_’egaw_fal . berkala masing-masing
: yang akan Naik Gaji 2 jam
akan Naik Gaji Berkalanya Yoikaia pegawai yang naik gaji
berkala

Memeriksa dan mengoreksi usulan Kenaikan Gaji Berkala yang Su_i_'a; uril.;llannl‘(:;aik_an ?nt;r;:k?;ﬂ(ian gall ::ral;ala
sudah disiapkan oleh Staf Kepegawaian, jika sudah benar ?na;;ini; pe;awail;r-.agng 15 menit yang ngaik ga;i.gbeprigala
membubuhkan paraf untuk dinaikan kepada Sekretaris naik gaiji berkala yang diparaf Kasubag

Surat kenaikan gaji y .
Kembali dikoreksi dan diperiksa oleh Sekretaris dan memaraf berkala masing-masing f,ll::it ki:?:;n gajl malaq
KGB, jika usulan KGB tersebut sudah sesuai, maka akan pegawai yang naik gaji 15 menit & nr?aik a_i%pegl Ia
diteruskan kepada Kepala Badan untuk ditandangani berkala yang diparaf Yoy A5 fJ i

Kasubag yang diparaf Sekretaris

A4
_|_j Surat kenaikan gaji

Kepala Badan mengoreksi dan mendatatangani Surat Kenaikan berkala masing-masing Sial vang Riidahi
Gaji Berkala jika sudah benar, kemudian disampaikan kepada pegawai yang naik gaji 15 menit ditand :1 i sini
Kasubag Umum untuk siap didistribusikan. berkala yang diparaf

Sekretaris

. : ; Surat yang sudah

Diterukan kepada Staf Kepegawaian untuk mendistribusikan L . Z : :
kepada PNS yang akan naik gaji berkalanya. Pengadministrasian 15 menit glgr;?.atangam Kepala
Surat Kenaikan Gaji Berkala ditema oleh Staf Kepegawaian A
untuk siap didistribusikan kepada PNS yang Naik Gaji Pendistribusian 1jam |Pendistribusian




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BAPPEDA PROVINS| SUMATERA BARAT

Sekretariat

Nomor SOP

065/19/SOP/VI/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan

1% Juni 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

L

Disahkan oleh

/* Kepala Bappeda Prov. Sumbar EEE ~

Megi Iswandi,m

Pgmbina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

Nama SOP

Kenaikan Pangkat Pegawai

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1 Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

2 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

Permendagri Nomor 52 tehun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di

Lingkungan Pemerintah Frovinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang

4  Perubahan Perda nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas

3

1. Pendidikan minimal S-1

2. Mengerti tentang pengelolaan kepegawaian

. Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Komputer/Laptop dan Printer
2. Data Kepagawaian
3. Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses kenaikan pangkat pegawai akan
mengalami keterlambatan

Manual/Elektronik




PROSEDUR

Persiapan konsep surat

masing-masing pegawai SK Kenaikan pangat

Menerima surat pengajuan usulan Kenailan Pangkat yang akan buat 10 menit  [Konsep surat
Mendata Pegawai yang akan naik pangka dan serta Data Pegawai yang akan Berkas Kenaikan
menyiapkan berkas kenaikan pangkat uniik diteliti oleh naik pangkat & Berkas 2 jam Pangkat yang sudah
Kasubag Umum Kenaikan Pangkat diverifikasi
y
Membuat Surat pengantar untuk nama-nana yang Konsep surat yang
diusulkan kenaikan pangkat kepada Bada gjt?;sfng Stidah 15 menit  |sudah diperiksa dan
Kepegawaian Daerah P diparaf kasubag
Meneliti dan mengoreksi surat pengantar le BKD oleh
Sekretaris kemudian diparaf surat tersebit jika sudah Konsep _surgt yang . Kensep _surat o
S sudah diperiksa 15 menit  |sudah diparaf
benar, kemudian diteruskan kepada Kepda untuk Sekretaris Sekrotaris
ditanda tangani.
T ; g Konsep surat yang Surat yang sudah
g't::g;a?ag'k:;f::: ;:;a;ipt:;;t?antar Gt ppala dan sudah diparaf Kasubag & 15 menit  |ditandatangani
i i Sekretaris Kepala Badan
Menerima surat yang sudah ditanda tangaii Kepala dan Surat yang sudah Surat yang sudah
meneruskannya kepada BKD untuk dipros:s dan ditandatangani Kepala 15menit |ditandatangani
menindaklanjuti sampai dengan pengirimai ke BKD Badan Kepala Badan
Menunggu proses
Surat telah diterima di BKD untuk selanjutrya diproses Proses 3 Bulan Kenaikan Pangkat
Pegawai
Menjemput SK Kenaikan Pangkat yang tel:h selesai ke Menerima SK Kenaikan 15 menit Penyerahan SK
BKD kemudian disampaikan ke Kasubag Umum |Pangkat dari BKD Kenaikan Pangkat
Melegalisir SK. Kenaikan Pangkat tersebutoleh é SK Kenaikan
Kasubag Umum dan kemudian menyerahkin kepada SK Kenaikan Pangkat 5 menit Pangkat Pegawai




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SEKRETARIAT

Nomor SOP 065/20/SOP/VI/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan 1% Juni 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh / Kepala, M

-
Medi Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP 19750502 199903 1 004

Nama SOP Pengajuan pensiun

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang No.8/1974 dan UU No.43/1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian
2. PP No 7/1977 Jis PP No. 10/2008

3. PP no 32/1979 Jo PP No. 1/1994

4. PP No. 99/2000 Jo. PP No 12/2002

5. Perka BAKN No. 6/2009

1. Pendidikan minimal 81 atau sederajat
2. Pernah mengikuti Bimtek Kepegawaian

3. Bisa mengoperasionalkan komputer

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. Komputer dan perangkatnya
2. SOP Surat Keluar 2. ATK

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP tidak dlaksanakan maka proses administrasi pengajuan pensiun dapat
terkendala/terlambat

Manual dan elektronik di BKD




Prosedur

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Staf Kasubag Sekretaris / Kabadan Kelengkapan Waktu Output
Umum Kabid
; . Bahan usulan dan
Menyiapkan data dan usulan pegawai yang akan Bahan usulan dan :

1 ensiun dan mengetik surat pengantar konsep surat 2jam | konsep surat yang
4 sdh diketik
Memeriksa dan memverifikasi jika tidak lengkap J' Bahan usulan dan Bahan usulan dan

2 |untuk dilengkapi dan jika setuju meneruskan ke konsep surat yang | 15 menit| konsep surat yang
sekretaris untuk di paraf y sdh diketik sdh diketik
Meneliti dan memaraf jika setuju dan meneruskan Bahan usulan dan Bahan usulan dan

3 |ke Kepala untuk dittd, jika ada perbaikan konsep surat yang | 30 menit| konsep surat yang
mengembalikan ke Kasubag umum diperbaiki \/ sdh diketik sdh diparaf

/
b 4
Menandatangani jika setuju dan mengembalikan ke / Bahan usulan dan : Bahan usulan dan
® |sekretaris jika ada perbaikan Kovaep AUStYang | IBM |ocivonn odh difd
ARl pe sdh diparaf yang s
q, |
Menerima surat yang sudah ditanda tangani

6 |Kabadan dan meneruskannya kepada Kasubag / SE?:tanaﬁsu;ZE fi?t?d 30 menit s?;?:tanaﬁsuslzg gﬁtr:j
Kasubid untuk diproses yang yang

7 Menerima surat yg sdh dittd untuk diberi nomor dan Bahan usulan dan 30 menit B:u':aa:‘ L::;.llaankc;in
kelengk dan dikrim ke BKD surat yang sdh dittd d’i'km?h




FUNMATERD KA AT

PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SEKRETARIAT

Nomor SOP 065/21/SOP/VI/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan (2 Juni 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh fKepa!a, ‘%

2y
Medi lswand,(‘l',m.m

Pembina Utama Madya
NIP 19750502 199903 1 004

Nama SOP Pengadaan Barang (BMD) dan Habis Pakai

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa
Pemerintah.

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 1. Pendidikan minimal SLTA atau sederajat
Negara/Daerah. 2. Pernah mengikuti pelatihan barang dan jasa (L1)

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk dan Keluar
2. SOP Nota Dinas

1. Buku Inventaris

2. Lemari penyimpanan

3. Kartu kendali dan formulir
4. Komputer

Peri ng atan

Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP tidak dilaksanakan makapengadaan barang dan jasa akan terlambat
sehingga pekerjaan tidak efektif

Manual dan elektronik




Prosedur

’— Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Kasubag/ | Sekretaris Pengurus | Penyimpan Operator Kelengkapan Output Keterangan
PPTK KPA Barang Baran aset

Menginventarisir seluruh permintaan sesuai kebutuhan

1 |dan membuat nota persetujuan pembelian Far a"dan DPA dan Nota Dinas Dinzzn;gfs:?:‘ian
meneruskan ke Sekretaris selaku KPA N f I

T

Mendisposisi Nota persetujuan dan meneruskan ke 9 Nota yang sudah

2 |Kasubag UK untuk memproses pengadzan Barang Konsep Not_a Dinas didisposisi

e S : Persetujuan

AsSettlanBaiéng Habis-Rakaj, \, Kabadan
Menerima Nota persetujuan dari Sekretaris untuk N _ota yang Sdh, Disposisi

2 memproses lebih lanjut didisposist setuju enugasan

P HaEanan] Kabadan penug

Melaksanakan pembelian dan menyampaikan nota . . _— Disposisi

' pembelian ke Pengurus barang Disposisi penugasan penugasan

Menginventarisi dan mencatat pembelian barang dan
8 |menugaskan penyimpan barang selanjutnya untuk
mendistribusikan kepada pelaksana

Disposisi penugasan

Neraca Barang
inventaris dan
habis pakai

Menyerahkan /mendistribusikan barang kepada
9 [pelaksana kegiatan sesuai permintaan dan tahapan
kegiatan

Neraca Barang
inventaris dan habis
pakai

Formulir
permintaan dan
Kartu pengeluaran
barang

10 Mencatat setiap pengeluaran barang pada kartu
pengeluaran dan buku neraca

Formulir permintaan
dan Kartu
pengeluaran barang

Buku inventaris
pengelola barang

Membuat KIR dan K| untuk masing-masing
n penempatan barang Fﬁ‘?ﬂ\tﬂ. /(f

Wk Chvsos Bilpsp o da

Membuat laporan (bulanan, triwulan, semester dan

12 tahunan)

Buku inventaris
pengelola barang

Laporan




| PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

Sekretariat

Nomor SOP

065/22/SOP/VI/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan

1% Juni 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

ykepala Bappeda Prov. Sumbarpf~
—

Meldi lswandi,éMM
Pgmbina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

Nama SOP

Peminjaman Kendaraan Dinas

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Alas Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah

Peraturan Mendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah

Permendagri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Perubahan Perda nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas
Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat

1. Pendidikan minimal SLTA

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. Komputer/Laptop dan Printer
2. Alat Tulis Kantor

Peringptan

Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses administrasi tidak berjalan dengan baik
dan terjadi tumpang tindih dan kekacauan dalam jadwal peminjaman kendaraan dinas

Manual/Elektronik




PROSEDUR

Mengajukan permohonan peminjamankendaraan dinas . : ;
? melalui surat permohonan peminjaman kendaraan dinas Natadina & menit Nata e
> Menerirr?a nota dinas dan memberikanpertimbangan serta <> Nota dinas 5 menit disposisi
disposisi
3 Mengnma dlspo§|5| dan menugaskan kawahan untuk Disposisi 10 menit penugasan
menindak lanjuti
3 Memeriksa ketersediaan kendaraan diras di pool Pemir?:lr:la’:f:r:gllaraan 10 menit pencatatan dan
kendaraan untuk selanjutnya melapor ke Kasubag Umum l dinas pemeriksaan
Setelah mendapat izin dari Kasubag Unum selanjutnya Perlengkapan ; it s ;
a memeriksa kondisi kendaraan bersertakelengkapan. mekanik Amenk el diap paial
Memberitahukan pada staf bidang yang akan meminjam
6 |kendaraan bahwa kendaraan dinas sucah siap untuk telepon 5 menit pemberitahuan
dipakai
= ; y penggunaan
7 |Mengambil kendaraan Kunci kendaraan 10 menit kondaiann




| PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BAPPEDA FROVINSI SUMATERA BARAT

Sekretariat

Nomor SOP

065/23/SOP/VI/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan

[ Juni 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

/{ Kepala Bappeda Prov, Sumbar

2

edi Iswandi, ST. MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19750502 199903 1 004

+—

Nama SOP

Peminjaman Ruangan Rapat

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Alas Peraturan

1 Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 1. Pendidikan minimal SLTA
Negara/Daerah
2 Peraturan Mendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah
3 Permendagri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provirsi dan Kabupaten/Kota
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang
4 Perubahan Perda nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sunatera Barat
Peraturan Gubernur SumateraBarat Nomor 92 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas
Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat
Keterkaitan Peralatanfpeﬂenggapan
1. Komputer/Laptop dan Printer
2. Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses administrasi tidak berjalan dengan baik
dan terjadi tumpang tindih dan kekaciuan dalam jadwal peminjaman kendaraan dinas

Manual/Elektronik




PROSEDUR

Mengajukan permohonan peminjaman ruangan rapat . g .
g melalui surat permohonan peminjaman ruangan rapat Notesainas 5 men Nots dinss
2 I\{Ienen_rrfa nota dinas dan memberikan pertimbangan serta <> Nota. diras 5 menit disposisi
disposisi
Menerima disposisi dan menugaskan bawahan untuk ] - "
3 menindak lanjuti é Disposisi 10 menit penugasan
" ; : Buku Kontrol
Memeriksa ketersediaan ruangan rapal untuk selanjutnya o : pencatatan dan
3 melapor ke Kasubag Umum PemlnjaRr:;t Ruang 10 menit pemeriksaan
Setelah mendapat izin dari Kasubag Unum selanjutnya J,
mempersiapkan ruangan rapat baik dan segi kebersihan : ; ruang rapat siap
5 maupun kelengkapan peralatan sepertimic, sound L/ Perslapanyang vapel | Smmnd tersedia
system, infocus, kursi dil N
Memberitahukan pada bidang yang akan meminjam / ruang rapat siap . .
8 ruangan rapat bahwa sudah siap untuk dipakai tersedia Ll prRRORhan
7 |Penggunaan Ruangan Ruanga;:g:;:t sudah 10 menit RuangatgrE:;:t Sudah




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
SEKRETARIAT

Nomor SOP 065/24/SOP/VI/Bappeda-2022
Tanggal Pembuatan 12 Juni 2022
Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

f;';Kapala, &~
7\

di Iswandmm
Pembina Utama Madya
NIP 19750502 199903 1 004

Nama SOP Perawatan Peralatan, Mesin lainnya dan

Kendaraan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun2006 tentang Pengelolaan Barang Negara
/Daerah.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 17 Tahun 2007 tentang Pedoman

Teknis Pengelolaan Barang Daerah

1. Pendidikan minimal SLTA
2. Memahami tentang pengelolaan dan perawatan barang inventaris

3. Pernah mengikuti Bimtek Pengelolaan Barang dan Jasa

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pendataan Aset Badan
2. SOP surat keluar

1. Buku Agenda

2. Kartu Disposisi

3. Alat Tulis

4. Mampu mengoperasionalkan komputer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP tidak dlaksanakan maka bamng-barang inventaris tidak terawat dengan
baik secara kontiniu

Manual dan ekeletronik




Prosedur

Melaporkan kondisi barang inventaris dengan telaahan
staf kepada Kasubag Umpeg

Barang inventaris yg
akan diperbaiki

30 menit

Telaahan staf

Meneliti Telahaan staf dan menugaskan staf untuk

Telaahan staf data

Telaahan staf data

membuat Nota untuk pengajuan perawatan —
peralatan/mesin lainnya/kendaraan dan meneruskan ke I | brg iyang gk_an 45 mark br?j_yal:t? gk_an
Sekretaris diperbaiki iperbaiki
Menandatangani konsep Nota Pengajuan perawatan | I:q::::p :r‘:u:atan Nota pengajuan
peralatan/mesin lainnya/kendaraan dan meneruskan ke pe"gaf,a P sdh 45 menit perawatan barang
Kepala untuk didisposisi dan meneruskan Kasubag di arar;gK}a;gs iba yg sdh dittd
Umpeg untuk ditindaklanjuti P 9 Sekretaris
Umpeg
N , Nota pengajuan
Menerima Nota dan memberikan disposisi kemudian | ] perto\.::tgsrl‘}ga?::;yg 30 menit perawatan barang
menindaklanjutinya selaku PPTK : sdh dittd Sekretaris yg sdh disetujui
Kaban
Nota pengajuan
Menerima Nota dan memberikan paraf kemudian h 4 Nota pengajuan perawatan barang
perawatan barang yg | 30 menit | yg sdh disetujui

menugaskan pengelola sarpras untuk

sdh disetujui Kaban

Kaban dan diparaf

melaksanakannya
PPTK
) Y Nota pengajuan

Menerima nota dan mencek sesuai kebutuhan serta [_'j = .
meminta staf untuk menyerahkan peralatan/mesin psed'hau d"?;:&%?':;'ga? 45 menit Bukti ﬁ:::: tarind
lainnya/kendaraan yang akan diperbaiki P diparja f PPTK g
Menyerahkan peralatan/mesin lainnya/kendaraan yang : . .

Bukti serah terima pa— Bukti serah terima

akan diperbaiki dan meminta tanda terima sebagai bukti
penyerahan barang

barang

barang




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

Sekretariat

Nomor SOP 065/25/SOP/V|/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan 1% Juni 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

7kepala Bappeda Prov. Sumbar‘r

Mgdi Iswandi, Sm.

Pembina Utama Muda
NIP. 19750502 199903 1 004

Nama SOP Penghapusan Aset

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
1 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah

Permendagri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di

1. Strata - 1

2 Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 2. Menguasal Komputer
3 Pg_raturan Mendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang 3. Mengerti Tata Kelola Barang Milik Daerah
Milik Daerah
4 Peraturan Gubemur Nomor 38 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pengamanan dan Pemeliharaan BMD di Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
5 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas
Pokok dan Fungsi Bappeda Provinsi Sumatera Barat
IKeterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. Komputer/Laptop dan Printer
2. Data Aset
3. Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka proses Penghapusan Aset akan terhambat

Manual/Elektronik




PROSEDUR

Membuat meneliti dan membuat konsep usulan

1 [penghapusan barang/aset Bappeda dan menyerahkan ke Data Aset yang dihapus | 1 jam g:;lan Penghepussn
Kasubag Umum untuk diteliti dan diparaf. /

i » i Usulan Penghapusan
Memeriksa usulan penghapusan dan jika setuju

2 |memarafnya dan meneruskan ke Sekretaris, jika tidak :]J:;Ian Penghepusan 30 menit z_set y?':(g su;lah
mengembalikan ke Pengelola Barang untuk diperbaiki. Ufwir:g Sslag
Mengecek kebenaran usulan dan data aset yang akan )

3 dihapus, jika setuju memaraf kemudian meneruskan ke - \ ;J:;!an;rl:;e:gg:ﬁ L:I?;::raf 15 menit ;J::tligrl.’ge:gg:gusan
Kepala Badan dan jika tidak mengembalikan ke Kasubag ’\/ Ka 3{) U dibaraf Sakretaric
Ui, subag Umpeg ip re

4 Surat usulan
4 Meneliti berkas usulan penghapusan dan menandatangani / ;l::tlar;:ezggzﬁté?a:mf 15 menit penghapusan aset
Surat Pengantar ke Biro Aset untuk proses lebih lanjut. Sekrgtan% P yang sudah ditanda
tangani Kaban
y
Menugaskan staf untuk mengirim Surat Usulan :::tlzl;szr;gap:san Surat pengantar dan

5 |Penghapusan Aset ke Bidang Pengelolaan Aset Daerah sudah ditan datf; gani 15 menit |berkas usulan
untuk proses penghapusan aset. oleh Ka Badan 9 penghapusan aset
Mengirim Surat dan Berkas Usulan penghapusan ke Vv Surat pengantar dan

6 |Bidang Aset BPKAD dan menunggu keluamya SK - berkas usulan 3 bulan ﬁsKétPenghapusan
Penghapusan Aset penghapusan aset




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

Sekretariat

Nomor SOP

065/26/SOP/VI/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan

/% Juni 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

f Kepala Bappeda Prov. Sumbarﬂ

di |swand1,’s_1—': MM

mbina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

Nama SOP

Penerimaan Tamu

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

2.

Permendagri Nomor 52 tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2019 tentang
3. Perubahan Perda nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat

4. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di
~ Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

5. Peraturan Gubernur Nomor 124 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Pengelolaan Arsip Dinamis Pemerintah Provinsi Sumatera Barat

1. Pendidikan minimal SLTA

2. Mengerti Tata Persuratan

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. Buku Agenda

2. Lembar Disposisi

3. Alat Tulis Kantor
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP tidak dilaksanakan maka surat akan terlambat sampai ke pimpinan

Manual/Elektronik




Prosedur

No. Kegiatan Pelaksana Mutu Baku Keterangan
Resepsionis Sekretaris Bidang ISespri Kepald Kepala Kelengkapan Wakiu Qutput
Menanyakan maksud dan tujuan kedatangan tamu,
mempersilahkan tamu untuk mengisi buku tamu, Buku Agenda dan .. |Surat masuk yang
1 i : ; p 5 menit
mengisi lembaran pelayanan selanjutnya Lembaran disposisi sudah tercatat
mempersilahkan tamu menunggu diruang tamu
: & surat rahasia Igs
Surat masuk yang telah dicatat dan diberi lembaran ; S %
s A > Surat masuk yang . | Surat masuk yang ditindaklanjuti
2 |disposisi diteruskan kepada Sekretaris untuk di wirclabi tisrrtat 5 menit sudah dipila et ksi
telaah nstrul
Kepala
Meneliti, memeriksa dan menelaah surat masuk Surat masuk yang bl masu_k yang
3 Relaedion: 1 . 10 menit| sudah diberi lembar
dan meneruskan ke Kepala untuk didisposisi sudah dipilah di aili
isposisi
Menyerahkan surat masuk yang telah didisposisi surat masuk yang
4 |kepada Sespri untuk selanjutnya diteruskan ke o s:;:;ra:;k::;ig 10 menitl sudah didisposisi
Bidang melalui Staf Subag Umum P Kepala
Memilah surat yang telah didisposisi oleh Kepala, surat masuk yang Sura;r:a;s;l;g -
5 |kemudian dicatat pada buku agenda kemudian sudah didisposisi 5menit| Yand'iea
diteruskan ke Bidang sesui disposisi Kepala disicipeiel dioatat
) | dalam buku agenda
ey 2 s Surat masuk yang Surat masuk yang
6 Menc!;strlbuslkan surat sesuai dengan disposisi dan sudah diberi disposisi| 5 menit ausiahe lba
meminta tanda terima - e
Kepala disposisi Kepala




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

Nomor SOP 065/27/SOP/VI/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan |5 Juni2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh f Kepala, g~

Medli Iswandi-ST, MM

Pemtbina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

Nama SOP

Prosedur Penyusunan Dokumen Perencanaan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah

1. Memahami tugas dan fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Memiliki pengetahuan bidang administrasi

3. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. ATK

2. SOP Surat Keluar 2. Agenda

3. SOP Nota Dinas 3. Komputer

4. Peraturan perundang-undangan terkait

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka RKPD tidak ada

Secara manual dan elektronik




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN

MUTU BAKU
NO KEGIATAN SEKRETARIS KELENGKAPA| WAKTU
BAPPEDA GUBERNUR DAERAH BPKAD INSPEKTORAT SKPD DPRD KEMENDAGRI N (MINGGU) OUTPUT KET
1 |Melaksanakan rapat penyusunan Surat, Ruang 4 minggu |Surat Edaran
RKPD ( ) Rapat, Makan Gubernur
dan Minum,
ATK
B3 Melaksanakan Evaluasi RKPD Surat Edaran 6 minggu |Dokumen
Tahun sebelumnya pada Triwulan Gubernur evaluasi
Il dan IV -
3 |Menyusun Rancangan Awal Dokumen 9 minggu |Ranwal RKPD
RKPD l ] Evaluasi
4 |Melaksanakan Konsultasi Publik Ranwal RKPD 1 minggu |Ranwal RKPD
Ranwal RKPD ]:t:
5 [Merumuskan Pokok-Pokok [ Ranwal RKPD | 27 minggu |Ranwal RKPD
Pikiran DPRD dalam Penyusunan 1
RKPD
6 |Melaksanakan Perencanaan dan Ranwal RKPD | 28 minggu |Ranwal RKPD
Penganggaran Hibah dalam :}
RKPD
7 |Melaksanakan Perencanaan dan il Ranwal RKPD | 25 minggu |Ranwal RKPD
Penganggaran Bantuan ]
Keuangan Khusus (BKK) APBD
8 [Menyiapkan bahan penyusunan Ranwal RKPD | 10 minggu |Ranwal Renja
Rancangan Awal Renja
Perangkat Daerah
9 [Menyusun Rarncangan Awal Ranwal Renja | 10 minggu |Ranwal Renja
Renja Perangkat Daerah ]::I
10" |Melaksanakan Forum Perangkat Ranwal Renja 1 minggu |Ranwal Renja
et [ ]
11 |Menyusun Rancangan Renja Ranwal Renja 3 minggu |Rancangan
Perangkat Daerah Renja
12 |Menyusun Rancangan RKPD Rancangan 3 minggu |Rancangan
3 Renja RKPD
13 |Melaksanakan Musrenbang Rancangan 3 minggu |Rancangan
|RKPD Provinsi :: RKPD RKPD N




MUTU BAKU
NO KEGIATAN SEKRETARIS KELENGKAPA| WAKTU
BAPPEDA GUBERNUR DAERAH BPKAD INSPEKTORAT SKPD DPRD KEMENDAGRI N (MINGGU) OUTPUT KET

14 |Menetapkan Peraturan Gubernur Rancangan 1 minggu | Pergub
tentang SSH, SBU, ASB dan RKPD
HSPK .

| 15 [Melaksanakan sosialisasi Pergub 1 minggu [Pergub

Peraturan Gubernur tentang SSH,
SBU, ASB dan HSPK

16 |Menetapkan Proyeksi Keuangan Pergub 1 minggu |Rancangan

RKPD

17 |Menyusun Rancangan Akhir Rancangan 6 minggu  |Rankhir RKPD
RKPD Provinsi RKPD

18 |Melakukan Reviu Rancangan Rankhir RKPD | 2 minggu |Rankhir RKPD
Akhir RKPD oleh APIP

19 [Menyusun Rancangan Perkada Rankhir RKPD | 4 minggu |Ranperkada
tentang RKPD Provinsi

20 |Melaksanakan Fasilitasi Ranperkada 1 minggu |Ranperkada
Ranperkada RKPD Tahun n

21 |Menetapkan RKPD ':: Ranperkada 1 minggu | Perkada RKPD

22 |Menyampaikan Perkada tentang Perkada RKPD | 1 minggu |Perkada RKPD
RKPD ke Kemendagri

23 |Menetapkan Renja Perangkat @ Perkada RKPD | 4 minggu |Perkada Renja
Daerah




BUMATERA BARAT!

PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN
EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Nomor SOP 065/28/S0P/VI/Bappeda-2022
Tanggal Pembuatan ] % Juni2022
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh ‘}_ a!aK
Medi lswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004
Prosedur Perencanaan Hibah dalam
sl Dokumen RKPD/Perubahan RKPD

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 18 Tahun 2021 tentang
Tata Cara Pemberian Hibah

1. Memahami tugas dan fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah
2. Memiliki pengetahuan bidang administrasi

3. Memiliki kemampuan komunikasi dan koordinasi yang baik

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Masuk 1. ATK

2. SOP Surat Keluar 2. Agenda

3. SOP Nota Dinas 3. Komputer

4. Peraturan perundang-undangan terkait

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Hibah tidak dapat direalisasikan

Secara manual dan elektronik




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERENCANAAN HIBAH DALAM DOKUMEN RKPD/PERUBAHAN RKPD

NO

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU BAKU

PEMOHON

SEKRETARIS
DAERAH

TAPD

KEPALA
BAPPEDA

KEPALA
BIDANG P2EPD

KASUBID PP

KELENGKAP

OPD TERKAIT AN

WAKTU

OUTPUT

KET

Menyampaikan usulan Hibah
kepada Gubernur melalui OPD
terkait

-

Menerima, menelaah dan
memverifikasi serta memberikan
rekomendasi terhadap
permohonan Hibah

Surat

Disesuaikan

Surat
permohonan
hibah

Surat
permchonan
hibah

5 menit

Disposisi

Menerima, menelaah dan
mendisposisi surat

Lembar

disposisi

5 menit

Disposisi

Menerima, menelaah dan
mendisposisi surat

L

Lembar
disposisi

5 menit

Disposisi

Menyusun rekapitulasi usulan
Hibah dan menyampaikan
kembali kepada Kabid

Lembar

~—| disposisi

30 menit

Surat

Meneliti rekapitulasi usulan Hibah,
jika setuju untuk diparaf dan
disampaikan ke Kepala, jika tidak
dikembalikan ke Kasubid untuk
diperbaiki

-

| Surat

5 menit

Surat

Meneliti konsep rekapitulasi
Hibah, jika setuju untuk
ditandatangani dan disampaikan
kepada Sekda selaku Ketua
TAPD untuk dibahas di Rapat
TAPD

Surat

5 menit

Surat

Menerima hasil rekapitulasi
permohonan hibah, hasil
rekapitulasi rekomendasi dari
SKPD terkait usulan hibah dan
hasil sinkronisasi dengan
program, kegiatan, sub kegiatan
SKPD dan keselarasan dengan
prioritas pembangunan Daerah
dari Kepala Bappeda dan
menetapkan agenda TAPD untuk
pembahasan penetapan hibah
oleh TAPD

Surat

5 menit

Disposisi




NO

KEGIATAN

PELAKSANA

MUTU

BAKU

PEMOHON

SEKRETARIS
DAERAH

KEPALA
BAPPEDA

KEPALA
BIDANG P2EPD

KASUBID PP

OPD TERKAIT

KELENGKAP
AN

WAKTU

OUTPUT

KET

® |Membahas dan menetapkan
Hibah untuk dimasukkan dan
ditolak dalam dokumen
RKPD/RKPD Perubahan dan
menugaskan Bappeda untuk
menyampaikan kepada SKPD
terkait

Disposisi

Disesuaikan

RKPD/RKPDP

10 |Menerima hasil penetapan hibah
oleh TAPD baik yang diterima
maupun ditolak, serta
menyampaikan ke usulan hibah
yang diterima oleh TAPD ke
SKPD untuk dientrykan dii
Rancangan/Rancangan Akhir
Renja/Perubahan Renja SKPD

RKPD/RKPD
P

Disesuaikan

Rankhir
Renja/Renja
Perubahan

11 |Menerima hasil penetapan hibah
dari Bappeda dan melakukan
entry anggaran hibah pada
rancangan/rancangan akhir
Renja/Renja Perubahan SKPD

Rankhir
Renja/Renja
Perubahan

Disesuaikan

Anggaran
Hibah




PEMERINTAH PROVNSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN FEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBANGUNAN DAERAH

Nomor SOP 065/29/SOP/VI/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan [%  Juni2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh f Kepala,

Med(i Iswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

N Sop FASILITASI DOKUMEN PERENCANAAN
Sl TAHUNAN KABUPATEN/KOTA (RKPD)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian can Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rantangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD
dan RKPD

1. Memahami tugas dan fungsi Bidang Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah

2. Memiliki kemampuan mengoperasikan MS. Word, Excel, Powerpoint
3. Minimal Pendidikan S1

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar
3. SOP Nota Dinas
4. SOP Laporan

1. ATK

2. Agenda

3. Komputer

4. Printer

5. LCD Projector

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila tidak dilaksanakan, untuk penyusunan KUA-PPAS dan R-
APBD tidak bisa dilaksanakan.

Secara manual dan elektronik




STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITAS| DOKUMEN PERENCANAAN TAHUNAN KABUPATEN/KOTA (RKPD)

untuk persyaratan fasilitasi, jika
dokumen lengkap maka
dijadwalkan fasilitasi dan jika
dokumen tidak lengkap maka
Pemerintah kab/kota melengkapi
kembali

Tidak

4
ngka,

Lengkap

dari Bupati/Wali Kota; (2)
Rancangan Akhir RKPD; (3)
Berita acara Kesepakatan
Musrenbang RKPD; (4) Hasil
dalev perumusan kebijakan
renbang tahunan; (5) Gambaran
konsistensi program dan
kerangka pendanaan antara
RPJMD dan RKPD.

Bahan

PELAKSANA MUTU BAKU
KEGIATAN PEMERINTAH | SEKRETARIS KEPALA KEPALA TIM FASILITASI
KAB/KOTA BAPPEDA | BAPPEDA _|BIDANG P2epp| KASUBIDPEP | 0o 0t HELENSIAREN WARID QUTROR HEs

Penyampaian Surat Permohonan (1) Surat Permohonan Fasilitasi Disesuaikan |Surat diterima
Fasilitasi dari BupatiWali Kota dari Bupati/Wali Kota; (2)
kepada Gubemur melalui Kepala Rancangan Akhir RKPD: (3)
Bappeda Provinsi. Berita acara Kesepakatan

Musrenbang RKPD; (4) Hasil

dalev perumusan kebijakan

renbang tahunan; (5) Gambaran

konsistensi program dan

kerangka pendanaan antara

RPJMD dan RKPD,
Menerima, menelaah dan I Lembar disposisi 30 menit |Disposisi
mendisposisi surat
Menerima, menelaah dan N Lembar disposisi 30 menit |Disposisi
mendisposisi surat
Menerima, menelaah dan [ Lembar disposisi 30 menit |Disposisi
mendisposisi surat —>|
Menerima, menelaah dan I l Lembar disposisi 30 menit | Disposisi
mendisposisi surat
Meneliti kelengkapan dokumen (1) Surat Permohonan Fasilitasi 30 menit  |List Kelengkapan

Menjadwalkan fasilitasi, membuat
surat undangan fasilitasi kepada
Pemerintah Kab/Kota

(1) ATK; (2) PC/Laptop; (3)
Printer; (4) Akses Internet

30 menit |Konsep surat

undangan fasilitasi

Mengoreksi dan memaraf draft
surat undangan fasilitasi

30 menit  |Konsep surat

undangan fasilitasi

surat undangan fasilitasi

Mengoreksi dan memaraf draft 30 menit [Konsep surat

surat undangan fasilitasi 3 undangan fasilitasi
===

Mengoreksi dan menandatangani 30 menit [Konsep surat

undangan fasilitasi




! PELAKSANA MUTU BAKU
NO KEGIATAN PEMERINTAH | SEKRETARIS KEPALA KEPALA TIM FASILITASI
KAB/KOTA BAPPEDA | BAPPEDA |BIDANG p2epp| KASUBID PEP | " U NS RELENGKARAN WARTY SuTRUT st

8 [Mengirimkan surat undangan 30 menit |Surat undangan
fasilitasi yang sudah fasilitasi yang sudah
ditandatangani oleh Kepala S ditandatangani oleh
Bappeda Provinsi = Kepala Bappeda

Provinsi

10 |Pembahasan/Fasilitasi dokumen (1) ATK; (2) PC/Laptop; (3) 4 jam Saran dan masukan
perencanaan tahunan J |Printer; (4) Akses Internet; (5) untuk
kabupaten/kota oleh Tim Faslitasi “1 LCD Proyektor penyempurnaan
Provinsi dengan Pemerintah RKPD
kabupaten/kota Kabupaten/Kota dari

11 |Mengonsep hasil fasilitasi berupa (1) ATK; (2) PC/Laptop; (3) 30 menit |Saran dan masukan
Surat Gubemur melalui Kepala of W= Printer; (4) Akses Intemet untuk
Bappeda Prov. sebagai bahan | = penyempurnaan
penyempurnaan rancangan RKPD

12 [Memaraf draft hasil fasilitasi 30 menit |Draft hasil fasilitasi
berupa Surat Gubernur melalui / : berupa Surat
Kepala Bappeda Prov. sebagai >\ Gubernur melalui
bahan penyempurnaan Kepala Bappeda

13 |Memaraf draft hasil fasilitasi 30 menit |Draft hasil fasilitasi
berupa Surat Gubernur melalui berupa Surat
Kepala Bappeda Prov. sebagai Gubernur melalui
bahan penyempurnaan Kepala Bappeda

14 |Menandatangani hasil fasilitasi — 30 menit |Surat Gubernur
berupa Surat Gubernur melalui melalui Kepala
Kepala Bappeda Prov. sebagai Bappeda Prov.
bahan penyempurnaan \ sebagai bahan

15 |Penyampaian Hasil Fasilitasi (1) ATK; (2) PC/Laptop; (3) 30 menit | Surat Gubernur
berupa Surat Kepala Bappeda — Printer; (4) Akses Internet melalui Kepala
Provinsi ke Pemerintah > Bappeda Prov.
Kabupaten/Kota sebagai bahan

16 |Penyampaian Hasil Fasilitasi (1) ATK; (2) PC/Laptop; (3) 30 menit
berupa Surat Kepala Bappeda Printer; (4) Akses Internet
Provinsi ke Pemerintah
Kabupaten/Kota




PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Nomor SOP 065/32/SOP/VI/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan [%  Juni2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efekiif

Disahkan oleh / Kepala -

/
Medifiswandi, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004
Nama SOP Pelaksanaan RANDA PUG

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2014

2. PP Nomor: 18 Tahun 2020
3. Inpres Nomor : 09 Tahun 2000

4. Permendagri No.67 Tahun 2011
5. Surat Edaran Gubernur Sumatera Barat tentang Pedoman
Pelaksanaan Rencana Aksi Penganisutamaan Gender Bagi

1. Pendidikan Minimal S1
2. Memahami isu-isu Gender (Provinsi dan Kabupaten/Kota)

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Surat Keluar 1. ATK
2. SOP Rapat 2. Komputer
3. SOP Peminjaman Ruangan Rapat 3. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 — 2026
4. SOP Notulen 4. RKPD Provinsi dan RKPD Kabupaten/Kota

5. Data/Informasi hasil pelaksanaan Randa PUG
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka Pelaksanaan Rencana Aksi
Pengarusutamaan Gender tidak akan berjalan dengan baik jika

masukan/usulan dari Kabupaten/Koia tidak dipertimbangkan

Secara manual dan elektronik




Pelaksana Bappeda Tim Driver/Penggerak PUG Mutu Baku o  Keterangan
No Kegiatan Staf | Kasubi| Kabid |Sekretari| Kepala | Provinsi Kab/Kota Kelengkapan Waktu Output
d
1 2 4 3 5 6 9 10 11 12
1. Menyiapkan surat dan nota dinas Surat dan nota Dinas | 120 |Konsep Surat
dan surat perihal pelaksanaan menit |dan nota Dinas
Randa PUG dan menyampaikan
kepada Kasubid
2. |Memeriksa surat dan nota dinas, Konsep Surat dan 15 |Surat dan nota
kemudian memaraf surat/nota, nota Dinas | menit [Dinas yang
selanjutnya menyampaikan ke telah di paraf
Kepala Bidang untuk di Paraf
3. |Memeriksa surat dan nota dinas, & Konsep Surat dan 15 |Surat dan nota
kemudian memaraf nota, nota Dinas menit |Dinas yang
selanjutnya menyampaikan ke telah di paraf
Sekretaris
4. |Memeriksa surat dan nota dinas, Konsep Surat dan 15  [Surat dan nota
kemudian memaraf surat/nota, nota Dinas menit |Dinas yang
selanjutnya menyampaikan ke telah di paraf
Kepala Bappeda untuk
ditandatangani
5. |Memberikan persetujuan dan Konsep Surat dan 15  (Surat dan nota
menandatangani surat/Nota nota Dinas menit |Dinas yang
Dinas telah di tanda
tangani
6. [Tim Driver Provinsi menyusun Konsep Rancangan | 6 hari |Konsep
rancangan pelaksanaan Randa Randa PUG rancangan
PUG dan disampaikan kepada Randa PUG
Tim Driver Kabupaten/Kota untuk
7. Tim Driver Kabupaten/Kota Tidak " |Konsep Rancangan | 6 hari Konsep
menelaah rancangan Randa Randa PUG Rancangan
PUG yang telah disampaikan Randa PUG
Provinsi
8. |Tim Driver Kabupaten/Kota v |Konsep Rancangan | 1 hari |Konsep
menyampaikan hasil Randa PUG Rancangan
penelaahaan berupa saran dan Randa PUG




masukan ke Tim Driver Provinsi

9. |Tim Driver Provinsi menetapkan Konsep Rancangan | 3 hari |Penetapan
Randa PUG yang ditanda tangani Randa PUG Randa PUG
oleh Gubernur dan
menyampaikan ke
Kabupaten/Kota ’

10. Tim Driver Kabupaten/Kota Randa PUG 12 |Pelaksanaan
melaksanakan Randa PUG bulan [Randa PUG

11. Tim Driver Provinsi melakukan Pelaksanaan v Randa | 6 hari [Hasil Verifikasi
verifikasi pelaksanaan Randa PUG Randa PUG
PUG oleh Kabupaten/Kota dan
menyampaikan hasilnya ke
Kabupaten/Kota

12. Tim Driver Kabupaten/Kota Hasil verifikasi Randa | 1 hari Hasil Randa
menerima hasil verifikasi PUG PUG

pelaksanaan Randa PUG




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Nomor SOP 065/33/SOP/NI/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan ] % Juni 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

ﬁepala, p_’:

di Iswandi, m

NIP 19750502 199903 1 004

Verifikasi Dokumen Perencanaan Lingkup
Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Nama SOP

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. UU No.24/ 2004 -Sistem Pirencanaan Pembangunan Nasional 1. Pendidikan minimal S1

2. UU No. 23 Tahun 2014 teriang Pemerintahan Daerah 2. Memahami isu-isu perencanaan (Nasional. Provinsi, Kab/kota)
3. Pemendagri 86 Tahun 2017 3. Mengetahui tugas dan fungsi fungsi dan prosedur pemerintahan
4. Permendagri 90 Tahun 209 4. Dapat berkomunikasi dengan baik

5. Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 5. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Tahun 2012 tentang Penywsunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan

6. Peraturan Gubernur Sumaera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Furgsi seta Tata Kerja Badan Daerah

7. Dan Peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

SOP Surat keluar

SOP Peminjaman Ruangar Rapat
SOP Pelaksanaan Rapat

SOP Surat Keputusan Gubsmur
SOP Edaran Gubernur

Ok wN =

1. DPA Kegiatan
2. Perangkat komputer, infocus, Sound system dan perlengkapannya
3. Alat tulis

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika P_enyusunan SOP tidak diliksanakan maka pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan
tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak mencapai sasaran

Disimpan sebagai data elektornik dan manual oleh arsiparis (jabatan
pelaksana)




Pelaksana Mutu baku Ket
NO Kegiatan Staf JFP Muda Kabid Sekretaris Kepala Kelengkapan Waktu Qutput
1 Menyiapkan nofa dinas dan surat Konsep surat danj15 menit |Nota dinas
|perihal pelaksanaan Koordinasi SK Tim
pelaksanaan kegiatan dan l
menyampaikan kepada Kabid
2 Memeriksa surat nota dinas, Nota dinas 5menit |Nota Dinas yang telah
kemudian menandatangani nota, diparaf
selanjutnya menyampaikan ke
Kepala Bappeda untuk
ditandatangani
3 Memberikan persetujuan dan Surat dan Nota|15 menit |Surat dan Nota Dinas
menandatangani surat _ Dinas yang telah
'<> ditandatangani
4 Menugaskan Staf untuk Surat dan Nota|10 menit |Surat dan Nota Dinas
mengirimkan kepada Tim yang i Dinas yang akan dikirim
telah ditunjuk untuk melakukan 1 *
Koordinasi ke Kabupaten/Kota
Geupark
5 Mengirimkan surat undangan Surat dan nota|3jam Surat dan Nota Dinas
kepada Tim jadwal pelaksanaan = Dinas yang telah dikirim
Koordinasi I::I
6 Menyiapkan bahan dan Surat dan Nota|30 menit |Data-data yang akan
kelengkapan bzhan Koordinasi, v Dinas, SK tim diminta
daftar pertanyaan dan data yang —]]
akan diminta
7 Melakukan Koordinasi ke Data-data, 1 hari Pelaksanaan koordinasi
Kabupaten/Kota dan dokumentasi
mengumpulkan data-data terkait 3 ¥
hasil pelaksanaan kegiatan yang Ij [ 1
telah dan akan dilaksanakan, = |
serta kendala-kendala dalam 4 ;
pelaksanaan pekerjaan
8 Selanjutnya mengecek Data-data, 2 jam Pencatatan hasil
Iperkembangan dokumentasi koordinasi




NO

Kegiatan

Pelaksana

Mutu baku

Staf

JFP Muda

Kabid

Sekretaris

Kepala

Kelengkapan

Waktu

Output

Ket

dan pelaksanaan pekerjaan di
lapangan, memeriksa data-data
|laporan yang diberikan, kemudian
melakukan pencatatan,

]

Membuat laporan hasil
pelaksanaan Koordinasi,
kemudian menyerahkan ke Kabid
sekaligus melaporkan hasil
pelaksanaan kcordinasi dan
kendala-kendala yang ditermui di
lapangan

Data dan
dokumentasi

2 jam

Konsep
koordinasi

laporan

10

Menerima laporan hasil
pelaksanaan kcordinasi yang
telah dilaksanakan, selanjutnya
menyampaikan ke Kepala
Bappeda tentang hasil koordinasi
yang telah dilaksanakan

v

N

Laporan
Koordinasi

15 menit

Laporan Koordinasi yang|
telah ditandatangani

11

Memeriksa laporan hasil
pelaksanaan kcordinasi,
kemudian memberikan disposisi
ke Kabid untuk segera
menindaklanjuti hasil koordinasi
tersebut

Laporan Hasil

Koordinasi

20 menit

Laporan koordinasi yang
|telah diberi disposisi dan
arahan selanjutnya

12

Memerintahkan JFP Muda untuk
menindaklanjuti hasil koordinasi
sesuai dengan arahan Kepala
Bappeda

Laporan Hasil
koordinasi  yang
|telah di disposisi

15 menit

Laporan hasil Koordinasi|
yang akan ditindaklanjuti

13

Menerima laporan hasil
koordinasi yang telah di disposisi
oleh Kepala Bappeda dan
melaksanakan arahan yang
diberikan

Laporan
koordinasi

10 menit

|Laporan Hasil koordinasi
yang akan ditindaklanjuti

14

Pelaksanaan koordinasi ke
Kabupaten/Kota untuk sementara
selesai dilaksanakan

N

Laporan
koordinasi

10 menit

Terlaksananya
koordinasi




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Nomor SOP 065/34/SOP/V|/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan 1% Juni 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efekit

Disahkan oleh /y Kepala,ﬁ;
Mediflswandi, ST, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

Monev Bidang Perekonomian dan Sumber Daya

Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar
Operasional Prosedur (SOF) Administrasi Pemerintahan

6 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seta Tata Kerja
Badan Daerah

7 Dan Peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan

Nama SOP Nty
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 UU No.24/ 2004 -Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 1 Pendidikan minimal S1
2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 Memahami isu-isu perencanaan (Nasional. Provinsi, Kab/kota)
3 Pemendagri 86 Tahun 2017 3 Mengetahui tugas dan fungsi fungsi dan prosedur pemerintahan
4 Permendagri 90 Tahun 2019 4 Dapat berkomunikasi dengan baik
5 Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 5 Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 SOP surat masuk dan surat keluar
2 SOP Keputusan Kepala Bappeda tentang pelaksanaan kegiatan

3 SOP pelaksanaan kegiatan
4 SOP pengajuan surat tugas
5 SOP pengumpulan data

1 DPA Kegiatan
2 Perangkat komputer, infocus, Sound system dan perlengkapannya

3 Alat tulis

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika Penyusunan SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan verifikasi

Disimpan sebagai data elektornik dan manual oleh arsiparis (jabatan




SOP Monitoring dan Evaluasi

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas - - J
Staf Pelaksana F”"Q:;:::' Ahli Kabid Kepala Kelengkapan Waktu/Tangga Output
Penyusunan indikator yang akan
di monev ke Kabupaten/Kota : : e
. SR s Diketahuinya indicator
1 Setﬁjlah disetujui, diteruskan ke Indicator monev untuk 1 hari Hiotiev yaryy akan dilakuksn
Kabid untuk mendapatkan Kabupaten/kota di Kabupaten/Kota
persetujuan melakukan monev ke
Kabupaten/kota
E:L?:?Erﬂﬁf tr:lu:" dd'tzrtl':;l:lan e indkator monev yang Indikator monev yang akan
oo m:IakaT( . dilaksanakan di 1jam dimonitoring di
p j ukan m Kabupaten/kota Kabupaten/kota
Kabupaten/kota
Setelah disetujui, data/kegiatan :4——4:' . .
A = Indikator monev yang akan : Indikator monev yang akan
9 (temehut mergaci aeuan ik dimonitoring di Kablkota Tiam dimonitoring di Kab/kota
monev ke Kabupaten/Kota
Mengetik Nota dinas dan surat
A J
tugas denga melampirkan ? y :
e . Draft Nota dinas dan surat : Draft Nota dinas dan surat
4 |lembaran indikator yang akan di ’__+ 1 hari |
monev menyampaikan ke I I tugas pelaksanaan monev tugas pelaksanaan monev
Fungsional ahli muda
Kepala bidang meneliti nota dinas i YA ®
dan SPT monev jika disetujui " Nota dinas dan surat tugas Nota dinas dan surat tugas
5 |Kabid memaraf dan Tidal pelaksanaan monev yang 1 jam pelaksanaan monev yang
dilangsungkan ke Kepala jika e telah diparaf Kabid telah diparaf Kabid
tidak dikembalikan lagi
r
ai?;a;gﬁ'zm‘:’ 'h I;Lt;r}gsmtmsl ol Persetujuan Nota dinas dan Persetujuan Nota dinas dan
6 : 8 s : RN surat tugas pelaksanaan 30 Menit surat tugas pelaksanaan
mempersiapkan kebutuhan untuk et oHEY
kelapangan |




Pelaksanaan monitoring kegiatan
Provinsi yang dilaksanakan di

Peninjauan indikator monev

Peninjauan indikator monev

7 |Kabupaten/Kota ke SKPD yang dilaksanakan di 1 hari yang dilaksanakan di
Kabupaten/Kota terkait dan Kab/Kota Kab/Kota
kunjungan ke lokasi kegiatan
Pembuatan laporan hasil i Per!(e(;pkbangan pelaksanaan F"elalporan pelaksanaan

8 |monitoring dan evaluasi kegiatan e _ator MonEVyang 1 hari mdlk_ator oV Yam
provinsi di Kabupaten/Kota dilaksanakan di dilaksanakan di

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
A
penyampsin s montany | [~ e g
9 |kepada Kepala Bidang dan ik i !:I ng 1jam ek . fi g
Kepala Bappeda ilaksanakan di ilaksanakan di
Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
_ L Pelaporan pelaksanaan
10 |Pengarsipan laporan i indikator monev siap 30 Menit Laporan

diarsipkan




PEMERINTAH PROVINS| SUMATERA BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Nomor SOP

065/35/SOP/VI/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan

15 Juni2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

ﬁ Kepala, g3~
A\

Medi Iswandl, ST, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

Pelaksanaan Koordinasi Penangulangan

Nama SOP Kemiskinan Daerah

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana
1 UU No.24/ 2004 -Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 1 Pendidikan minimal $1
2 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2 Memahami isu-isu perencanaan (Nasional. Provinsi, Kab/kota)
3 Pemendagri 86 Tahun 2017 3 Mengetahui tugas dan fungsi fungsi dan prosedur pemerintahan
4  Permendagri 90 Tahun2019 4 Dapat berkomunikasi dengan baik
5 Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 5 Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
Reformasi Birokrasi Nemor 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan
Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi Pemerintahan
6 Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020
7 Dan Peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 SOP Pengurusan Surat keluar Bappeda 1 DPA Kegiatan
2 SOP SK Tim 2  Perangkat komputer, infocus, Sound system dan perlengkapannya
3 SOP Pelaksanaan Rapat 3  Alat tulis
4  SOP Perjalanan Dinas
5 SOP lainnya yang berkaitan dengan kegiatan
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika Penyusunan SOP tidak dilatsanakan maka pelaksanaan verifikasi

Disimpan sebagai data elektornik dan manual oleh arsiparis (jabatan




Pelaksana Mutu baku Ket

Kegiatan Staf JFP Muda Kabid Sekretaris Kepala Kelengkapan | Waktu Output
Menyiapkan nota dinas dan surat Konsep surat dan{15 menit [Nota dinas
qperihar pelaksanaan Koordinasi SK Tim

pelaksanaan kegiatan dan
menyampaikan kepada Kabid

Memeriksa surat nota dinas, Nota dinas Smenit |Nota Dinas yang telah
kemudian menandatangani nota, diparaf
selanjutnya menyampaikan ke
Kepala Bappeda untuk
ditandatangani

Memberikan persetujuan dan Surat dan Nota|15 menit |Surat dan Nota Dinas
lmenandatangani surat _ /> Dinas yang telah

i ditandatangani

Menugaskan Staf untuk Surat dan Notal10 menit |Surat dan Nota Dinas
mengirimkan kepada Tim yang Dinas yang akan dikirim
telah ditunjuk untuk melakukan
Koordinasi ke Kabupaten/Kota

]

Mengirimkan surat undangan Surat dan nota|3jam Surat dan Nota Dinas
kepada Tim jadwal pelaksanaan - I Dinas yang telah dikirim

Koordinasi

Menyiapkan bahan dan Surat dan Nota]30 menit |Data-data yang akan1
kkelengkapan bahan Koordinasi, v Dinas, SK tim diminta

daftar pertanyaan dan data yang E

akan diminta

Melakukan Koordinasi ke : Data-data, 1 hari Pelaksanaan koordinasi
Kabupaten/Kota dan dokumentasi
mengumpulkan data-data ferkait ‘
hasil pelaksanaan kegiatan yang [

telah dan akan dilaksanakan, | _ I
serta kendala-kendala dalam 4 4
pelaksanaan pekerjaan

Selanjutnya mengecek Data-data, 2 jam Pencatatan hasil
perkembangan dokumentasi koordinasi

dan pelaksanaan pekerjaan di
lapangan, memeriksa data-data
laporan yang diberikan, kemudian
melakukan pencatatan.




Pelaksana Mutu baku Ket
NO Kegiatan Staf JFP Muda Kabid Sekretaris Kepala Kelengkapan Waktu Output
9 Membuat laporan hasil Data danj2 jam Konsep laporan|
pelaksanaan Koordinasi, ! dokumentasi koordinasi
kemudian menyerahkan ke Kabid
sekaligus melaporkan hasil
pelaksanaan koordinasi dan
kendala-kendala yang ditemui di
lapangan
10 Menerima laporan hasil Laporan 15menit |Laporan Koordinasi yang|
pelaksanaan koordinasi yang |Koordinasi telah ditandatangani
telah dilaksanakan, selanjutnya
menyampaikan ke Kepala N
Bappeda tentang hasil koordinasi |
yang telah dilaksanakan
11 Memeriksa laporan hasil Laporan Hasil20 menit [Laporan koordinasi yang
Ipelaksanaan koordinasi, Koordinasi telah diberi disposisi dan
kemudian memberikan disposisi arahan selanjutnya
ke Kabid untuk segera <>
menindaklanjuti hasil koordinasi
tersebut
12 Memerintahkan JFP Mudz untuk Laporan Hasil|15 menit [Laporan hasil Koordinasi
{menindaklanjuti hasil koordinasi koordinasi  yang yang akan ditindaklanjuti
sesuai dengan arahan Kepala 1 telah di disposisi
Bappeda
13 Menerima laporan hasil Laporan 10 menit JLaporan Hasil koordinasi
koordinasi yang telah di disposisi v koordinasi yang akan ditindaklanjuti
oleh Kepala Bappeda dan l
melaksanakan arahan yang
diberikan
14 Pelaksanaan koordinasi ke Laporan 10 menit |Terlaksananya
Kabupaten/Kota untuk sementara koordinasi koordinasi

Iselesai dilaksanakan




ATERA HARAY

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG EKONOMI DAN SUMBER DAYA ALAM

Nomor SOP 065/36/SOP/\V/I/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan %  Juni 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh fKepala, ﬁ_{

Medifiswandi, ST MM

Pembina Utama Madya
NIP 19750502 199903 1 004

Nama SOP Pelaksanaan Koordinasi Geopark

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1.

UU No.24/ 2004 -Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

1. Pendidikan minimal $1

2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Memahami isu-isu perencanaan (Nasional. Provinsi, Kab/kota)
3. Pemendagri 86 Tahun 2017 3. Mengetahui tugas dan fungsi fungsi dan prosedur pemerintahan
4. Permendagri 90 Tahun 2019 4. Dapat berkomunikasi dengan baik
Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor |5. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
5. 35 Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Administrasi Pemerintahan
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan,
7. Dan Peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengurusan Surat Keluar Bappeda 1. DPA Kegiatan
2. SOP SK Tim 2. Perangkat komputer, infocus, Sound system dan perlengkapannya
3. SOP Pelaksanaan Rapat 3. Alat tulis
4, SOP Perjalanan Dinas
5, SOP lainnya yang berkaitan dengan kegiatan
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Jika Penyusunan SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan verifikasi dokumen
perencanaan tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak mencapai sasaran

Disimpan sebagai data elektornik dan manual oleh arsiparis
(jabatan pelaksana)




NO

Kegiatan

Pelaksana

Mutu baku

Staf

JFP Muda

Kabid

Sekretaris

Kepala

Kelengkapan

Waktu Qutput

Ket

Menyiapkan nota dinas dan surat
perihal pelaksanaan Koordinasi
pelaksanaan kegiatan dan
menyampaikan kepada Kabid

—

Konsep surat dan
SK Tim

15 menit

Nota dinas

Memeriksa surat nota dinas,
{kemudian menandatangani nota,
selanjutnya menyampaikan ke
Kepala Bappeda untuk
ditandatangani

Nota dinas

5 menit

Nota Dinas yang telah
diparaf

Memberikan persetujuan dan
menandatangani surat

Surat dan Nota

Dinas

15 menit

Surat dan Nota Dinas
yang telah
ditandatangani

Menugaskan Staf untuk
mengirimkan kepada Tim yang
telah ditunjuk untuk melakukan
Koordinasi ke Kabupaten/Kota
Geopark

]

Surat dan
Dinas

Nota} 10 menit

Surat dan Nota
yang akan dikirim

Dinas

w

Mengirimkan surat undangan
kepada Tim jadwal pelaksanaan
Koordinasi

Surat dan
Dinas

notaj3 jam

Surat dan Nota Dinas

yang telah dikirim

IMenyiapkan bahan dan
kelengkapan bahan Koordinasi,
daftar pertanyaan dan data yang
akan diminta

Dinas, SK tim

Surat dan Nota*BO menit

Data-data akan

diminta

yang

Melakukan Koordinasi ke
Kabupaten/Kota dan
mengumpulkan data-data tzrkait
hasil pelaksanaan kegiatan yang
telah dan akan dilaksanakan,
serta kendala-kendala dalan
pelaksanaan pekerjaan

Data-data,
dokumentasi

1 hari

Pelaksanaan koordinasi

Selanjutnya mengecek
perkembangan

dan pelaksanaan pekerjaan di
lapangan, memeriksa data-data
laporan yang diberikan, kemudian
melakukan pencatatan.

Data-data,
dokumentasi

2 jam

Pencatatan hasil
koordinasi




Pelaksana Mutu baku Ket

NO Kegiatan Staf JFP Muda Kabid Sekretaris Kepala Kelengkapan Waktu Output

9 Membuat laporan hasil Data dan|2 jam Konsep laporan
pelaksanaan Koordinasi, v dokumentasi koordinasi
kemudian menyerahkan le Kabid
sekaligus melaporkan hasil j
pelaksanaan koordinasi can
kendala-kendala yang dit:mui di
lapangan

10 Menerima laporan hasil Laporan 15 menit [Laporan Koordinasi yang
pelaksanaan koordinasi yang Koordinasi telah ditandatangani
telah dilaksanakan, selanutnya
menyampaikan ke Kepalz ]
Bappeda tentang hasil kosrdinasi L '
yang telah dilaksanakan

11 Memeriksa laporan hasil Laporan Hasilj20 menit [Laporan koordinasi yang
pelaksanaan koordinasi, Koordinasi telah diberi disposisi dan
kemudian memberikan disposisi arahan selanjutnya
ke Kabid untuk segera
menindaklanjuti hasil koorfinasi
tersebut

12 Memerintahkan JFP Mudz untuk Laporan Hasil}15 menit [Laporan hasil Koordinasi
menindaklanjuti hasil kooriinasi koordinasi  yang yang akan ditindaklanjuti
sesuai dengan arahan Kepala i telah di disposisi
Bappeda

13 Menerima laporan hasil Laporan 10menit [Laporan Hasil koordinasi
koordinasi yang telah di disposisi v koordinasi yang akan ditindaklanjuti
oleh Kepala Bappeda dan L
melaksanakan arahan yanj
diberikan

14 Pelaksanaan koordinasi ke Laporan 10 menit |Terlaksananya
Kabupaten/Kota untuk semrentara —-—L_ koordinasi koordinasi
selesai dilaksanakan [*




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Nomor SOP 065/37/SOP/V|/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan 13 Juni2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

~7,Kepala, F’
N\

i Iswandi, ST, MM
NIP 19750502 199903 1 004

Nama SOP Verifikasi Dokumen Perencanaan Lingkup

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Tahun 2012 tentang Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan

6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi seta Tata Kerja.Badan Daerah

7. Dan Peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. UU No.24/ 2004 -Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 1. Pendidikan minimal D3/S1 sederajat

2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Memahami isu-isu perencanaan (Nasional. Provinsi, Kab/kota)
3. Pemendagri 86 Tahun 2017 3. Mengetahui tugas dan fungsi fungsi dan prosedur pemerintahan
4. Permendagri 90 Tahun 2019 4. Dapat berkomunikasi dengan baik

5. Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 5. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Surat keluar

2. SOP Peminjaman Ruangan Rapat
3. SOP Pelaksanaan Rapat

4. SOP Surat Keputusan Gubernur
5. SOP Edaran Gubernur

1. DPA Kegiatan
2. Perangkat komputer, infocus, Sound system dan perlengkapannya
3. Alat tulis

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak mencapai sasaran

Jika Penyusunan SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan

Disimpan sebagai data elektornik dan manual oleh arsiparis (jabatan
pelaksana)




SOP Prosedur Verifikasi Dokumen Perencanaan Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pelaksana Mutu Baku
No. Kegiatan Sub Ket
Staf Koordinato| Kabid Kepala |Tim Teknis| SKPD Kelengkapan Waktu Output
rfJFT
Menugaskan staf untuk menghimpun
% |usulan perencanaan OPD sesuai aturan DPA dan Diposisi 30 Menit B_ahan_R_apat,
disposisi undangan
yang ada
Menghimpun bahan dokumen Bahan Rapat 'Bahan Rapat,
perencanaan SKPD OPD serta l:} , b . A 5
2 - ; (dokumen), disposisi | 1jam |disposisi undangan,
Menyiapkan bahan dan materi untuk I absen rapat
pembahasan dokumen OPD g e
Menyampaikan kepada pimpinan bahwa
bahan-bahan untuk pelaksnaan Bahan Rapat, _|Bahan Rapat,
3 ; i ; undangan, absen 30 menit | undangan, absen
verifikasi sudah lengkap dan kabid it -
segera melaksaksanakan P P
Melaksanakan rapat pembahasan \" N Bahan Rapat
4 verifikasi dokumen perencanaan SKPD ‘ 4 disertakan dengan 4 jam Berita Acara dan
lingkup Bidang dengan diiringi membuat membuat berita notulen rapat
Berita Acara A i acara
& |Berita Acara hasil verifikasi Hasil verifikasi dan | 15 menit}sub koordinator/JFT
ditandatangi oleh tim verifikasi dan OPD Berita Acara yang
dan menyerahkan kepada sub sidah ditandatangani
koordinator/JFT
6 |sub koordinator/lJFT menyampaikan Notulen rapat yang |30 Menit |Notulen rapat yang
kepada staf untuk dapat memperbanyak sudah sudah
berita acara dan notulen ditandatangani ditandatangani
7 |Berita acara dan notulen diterima untuk Notulen rapat yang |30 Menit |Notulen rapat yang
diperbanyak dan segera membagikan ‘ ) sudah sudah
kepada SKPD yang dibahas ditandatangani ditandatangani
8 |Membagikan Berita Acara dan notulen Berita Acara yang 1 Jam Berita acara dan
rapat ke peserta dan mengarsipannya ‘;. sidah ditandatangani notlen diarsipkan




JUMATIRA RARAT

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Nomor SOP 065/38/SOP/VI/Bappeda-2022
Tanggal Pembuatan 1% Juni 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh /{ Kepala, gF

Pembma Utama Madya
NIP 19750502 199903 1 004

Monev Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan

Nama SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

UU No.24/ 2004 -Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Pemendagri 86 Tahun 2017

Permendagri 90 Tahun 2019

Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Peryusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Administrasi
Pemerintahan

8. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi seta Tata Kerja Badan Daerah

7. Dan Peraturan lainnya yang terkait dengan kegiatan

(L

1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami isu-isu perencanaan (Nasional. Provinsi, Kab/kota)
3. Mengetahui tugas dan fungsi fungsi dan prosedur pemerintahan

4. Dapat berkomunikasi dengan baik
5. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1. SOP Pengurusan Surat Keluar Bappeda 1. DPA Kegiatan
2. SOP SK Tim 2. Perangkat komputer, infocus, Sound system dan perlengkapannya

3. SOP Pelaksanaan Rapal
4. SOP Perjalanan Dinas
5. SOP lainnya yang berkaitan dengan kegiatan

3. Alat tulis

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika Penyusunan SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan
tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak mencapai sasaran

Disimpan sebagai data elektornik dan manual oleh arsiparis
(jabatan pelaksana)




SOP Monitoring dan Evaluasi

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas T ‘ ‘N
Staf Pelaksana Fun::z::l aal Sekretaris Kepala Kelengkapan aktu/Tangg Output
Penyusunan indikator yang
akan di monev ke . . -
Kabupaten/Kota Setelah p : Diketahuinya mdll(cator
1 |disetujui, diteruskan ke Kabid indicator monev unt 1 hari WoHG yang Ak
' Kabupaten/kota dilakukan di
untuk mendapatkan
; Kabupaten/Kota
persetujuan melakukan monev
ke Kabupaten/kota
Setelah disetujui, diteruskan ; s
ke Kabid untuk mendapatkan mdk_a lar money ying . Indskato_r e S yeig
2 ; dilaksanakan di 1 jam akan dimonitoring di
persetyjuan melakukan manev Kabupaten/kota Kabupaten/kota
ke Kabupaten/kota P P
Setelah disetujui, b
data/kegiatan tersebut menjadi I I _{: * Indikator monev yang akan " indlkatqr e y=g
3 ; o , 1 jam akan dimonitoring di
acuan untuk monev ke dimonitoring di Kab/kota Kab/kota
Kabupaten/Kota

Mengetik Nota dinas dan surat
tugas denga melampirkan

Draft Nota dinas dan surat

Draft Nota dinas dan surat

. zr&b:r::\r: ;:g;k;;?nrpﬁﬂgnat:n E:I_ E I tugas pelaksanaan manev than tugas pelaksanaan monev
Fungsional ahli muda
Kepala bidang meneliti nota ]
dinas dan SPT monev jika A Nota dinas dan surat tugas Nota dinas dan surat
5 |disetujui Kabid memaraf dan Tidal pelaksanaan monev yang 1 jam tugas pelaksanaan monev
dilangsungkan ke Kepala jika telah diparaf Kabid yang telah diparaf Kabid
tidak dikembalikan lagi
iﬁfﬁ:& dcgsrig: ;n:t:r;g:tl:?al : Persetujuan Nota dinas Persetujuan Nota dinas
6 1 dan surat tugas 30 Menit dan surat tugas

untuk mempersiapkan
kebutuhan untuk kelapangan

pelaksanaan monev

pelaksanaan monev




Pelaksanaan monitoring
kegiatan Provinsi yang
dilaksanakan di

Peninjauan indikator

Peninjauan indikator

7 Kabupaten/Kota ke SKPD monev gaag |:ciji}!f\I<tzana|kam 1 hari monev ga:;g bcf(irl:saanakan
Kabupaten/Kota terkait dan ' g ' °
kunjungan ke lokasi kegiatan |
Pembuatan lznaran hasil Perkembangan Pelaporan pelaksanaan

8 monitoring dan evaluasi pelaksanaan indikator { i indikator monev yang
kegiatan provinsi di monev yang dilaksanakan dilaksanakan di
Kabupaten/Kota di Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Penyampaian hasil monitoring Pglzior:)n pelaksanaan Pgl:!:l;(on'tan pelaksanaan

2 |kepada Kepaia Bidang dan RN MHEREM eRg 1 jam Ll RDETTISU Yl
Kepala Bappeda dilaksanakan di dilaksanakan di

Kabupaten/Kota Kabupaten/Kota
Pelaporan pelaksanaan
10 |Pengarsipan laporan indikator monev siap 30 Menit Laporan

diarsipkan




ALMATF LA BARAT

PEMERINTAH PROVINS|I SUMATERA BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGNUNAN DAERAH

BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Nomor SOP
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

065/39/SOP/V|/Bappeda-2022

% Juni2022

Disahkan oleh

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Provinsi Sumatera Barat
Kepala,

Gl
Medi(lswandi, ST, MM

Pembina Utama Madya
NIP: 19750502 199903 1 004

Nama SOP

SOP Anggaran Perubahan DPA

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

1. UU No.24/ 2004 -Sistem Perencanaan Pembangunan 1. Pendidikan minimal S1
Nasional. 2 Memahami isu-isu perencanaan (Nasional. Provinsi, Kab/kota)
2. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah  |3. Mengetahui tugas dan fungsi fungsi dan prosedur pemerintahan
3. Pemendagri 86 Tahun 2017 4. Dapat berkomunikasi dengan baik
4. Permendagri 90 Tahun 2019 5. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
5. Peraturan Meteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi BirokrasiNomor 35 Tahun 2012 tentang
6. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun
2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
dan Fungsi seta Tata Kerja Badan Daera
7. _Dan lain-lain peratuan Perundangan
Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Surat Masuk 1. DPA Kegiatan
2. SOP Edaran Gubenur 2. Perangkat komputer, infocus, Sound system dan
3. SOP Surat Keputusan Gubernur perlengkapannya
4. SOP Rapat 3. Alat tulis
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Jika SOP tidak dilaksarakan maka rekomendasi

Secara manual dan elektronik




SOP ANGGARAN PERUBAHAN

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Staf ;
F;lhr:g:o(r;al Sekretaris| Kepala Kelengkapan HWaktu | Output
Pelaksana T muGe angga
. ) , Usulan anggaran perubahani dari .
1 Menernma pengajuananggaran perubahan dari PPK/Kepala < PPK/PPTK/Kepala Bidang/ 2 jam Usulan anggaran perubahan yang
Bidang sudah ada
Menelaah dan mempelajari usulan anggaran perubahan :
2 |sesuai dengan penggunaan akundan ketentuan anggaran Usulan anggarap pertfb_ahan_yang 1 Hari Kansep persetujuan anggaran
perubahan v sudah ada disposisi Kadis perubahan
3 i — i Konsep persetujuan anggaran
i l I L rubah sudah diketik i
3 |Mengetik konsep usulan anggaran perubahan 1 perubanan yang suda I 2 jam perubahan yang sudah diketik
Memeriksa dan meneliti konsep Lsulan anggaran perubahan )
4 |kemudian memaraf dan menyerankannya ke sekretaris. || Konsep usulan anggaran 1 Hari Konsep persetujuan anggaran
perubahan yang sudah diketik perubahan yang sudah di paraf
Memeriksa dan meneliti konsep persetujuan anggaran 1
perubahan, jka sefuju memarafnya kemudian meneruskan Konsep usulan anggaran Konsep persetujuan Fungsional Ahli
5 ke Kepala untuk ditanda tangani, jika tidak setuju perupahan yang sudah diparaf 1 jam Muda yang sudah di paraf
dikembalikan ke Fungsional Ahli Muda pada bidang terkait Fungsional Ahli Muda dan Kepala o o
: S5 : sekretaris dinas
untuk diperbaiki, Bidang
Menandatangani usulan anggaran perubahan dan .
g |mengembalikan kepada Fubgsiod Ahli Muda Perencanaan Kansep persatujuan revisi DIPA 15 menit Persetujuan revisl yang sudah
untuk dikirim, T yang sudah diparaf Sekretaris ditanda tangani
Lﬂ engarlsiEkEn szraikdangln eny?r:ri(ap kg:;aLUHIUk tc(leikirim + Usulan Fungsional Anl Muda Persetujuan usulan Fungsional Ahli
an melakukan back up file untuk Arsip omputer ; ; i
7 yang sudah ditanda tangani 15 menit Muda yang sudah ditanda tangani
Kepala
Menyampaikan usulan revisi DIPA kepada Kanwil Ditjen :
Perbendaharaan dan atau esselon | terkait lingku ustian anggaran anggaran
8 | kementrian pertanian untuk persetsjuan o Usstﬂzzhazgg:gnwpﬁ;:?]?air;:;ng 30 menit perubahan yang telah
ditandatangani
Kanwil Ditien Perbendaharaan dan atau esselon | terkait bl Menerima Persetujuan usulan
lingkup kementrian pertanian menslaah dan memproses SRS anggaran perubahan dari DPKAD
usulan anggaran perubahan Usulan Fungsional Ahli Muda dan atau esselon | terkait lingkup
9 yang sudah ditanda 1 minggu dan menugaskan Fungsional ahli
tanganiKepala muda untuk memproses lanjutan

anggaran perubahan oleh DPKAD
dan atau Eselon | terkait




Menerima usulan anggaran perusahan dari DPKAD dan atau
esselon | terkait lingkup dan menugaskan Fungsional ahli
muda untuk memproses lanjutananggaran perubahan

Menerima Persetujuan usulan
anggaran perubahan dari DPKAD
dan atau esselon | terkait lingkup

Persetujuan anggaran perubahan

10 dan menugaskan Fungsional ahli | 30 menit i
muda untuk memproses lanjutan yang sudah ada disposisi Kepala
anggaran perubahan oleh DPKAD
dan atau Eselon | terkait
Menerima usulan anggaran perubahan dari DPKAD dan atay Persetujuan anggaran perubahan
esselon | terkait lingkup dan menugaskan Fungsional ahli _ DPA yang sudah ada disposisi
11 [muda untuk memproses lanjutananggaran perubahan untuk Persetujuan anggaran perubahan 30 menit Kepala
kesesuaian dengan DPA Perubatan yang sudah ada disposisi Kepala
Menyampaikan persetujuan anggaran perubahan kepada Staf Persetujuan anggaran perubahan Persetujuan anggaran perubahan
12 |Pelaksana dan PPK/Bidang yangmengusulkan anggaran yang sudah ada disposisi Kepala 30 menit yang sudah ada disposisi Kepala

perubahan




No

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
BIDANG INFRASTRUKTUR DAN KEWILAYAHAN

Nomor SOP 065/40/SOP/VI/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan |5 Juni 2022

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh )’( Kepala, g0~

Mgdi Iswandi, ST, MM
NIP 19750502 199903 1 004

Nama SOP Laporan Tahunan Bidang Infrastruktur dan
Kewilayahan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

1. Pendidikan minimal D3/S1 sederajat
2. Memahami tata aturan penyusunan laporan Tahunan
3. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1. SOP Pemantauan Pelaksanaan Rencana Kebijakan dan Program Pembangunan

1. Mampu mengoperasikan komputer dengan baik
2. Perangkat komputer, infocus, Sound system dan perlengkapannya
3. Alat tulis

T’eringatan

Pencatatan dan pendataan

Jika Penyusunan SOP tidak dilaksanakan maka pelaksanaan verifikasi dokumen perencanaan
tidak dapat dilaksanakan dengan baik dan tidak mencapai sasaran

Disimpan sebagai data elektornik dan manual oleh arsiparis (jabatan
pelaksana)




SOP Pelaksanaan Kegiatan pembuatan laporan Tahunan

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas ;
Staf Fungsional ;
Palalsans Ahli Muda Sekretaris Kelengkapan Waktu/Tanggal Qutput
" Dokumen terkait Bulan pertama
1 f:;a_:_:}ﬁ::;ih pembuatan (DPA, Laporan Kegiatan tahun Surat
pelaksanaan) berikutnya

o |Perminaan Bahan Laporan I i 4 Bahan Laporan 15 Hari E:;gr';s?gﬁﬂ::n

tahunan Tahunan Bidang Bidang
3 Pengumpulan Bahan laporan '-—-L Blanco Laporan 7 Hari E::g:;ﬁe?a?ﬁ::z

Taunan b tahunan Bidang Bidang
4 Memproses /Perekapan Tidak T Bahan Lap Tahunan 20 Hari Bahan pembuatan

laporan - Bidang Laporan Tahunan
5 |Pencetakan laporan E Lap, Tahunan 4 Hari Laporan Tahunan

= v

Penanda Tanganan Laporan :_ Hasil Rekapan Lap, .

8 (Paraf dan Tanda Tangan) +E _'Q Tahunan A Laporan Tahunan
. Hasil Rek L

7 |Perbanyakan Laporan [ —ld——L | Al Taeht?r?:: ap, 4 Hari Laporan Tahunan
8 |Pengiriman Laporan Bu_l;:hlhan;;onran 2 Hari Laporan Tahunan
9 |Pengarsipan laporan Buku Laporan 1 Hari Laporan Tahunan

Tahunan




Nomor SOP 065/42/SOP/VI/Bappeda-2022
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAREAH Tanotal Revie ]
PROVINSI SUMATERA BARAT = '
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh %(EPALA, B
Medi Iswandi-Pr VM.
Rembina Utama Madya
S NIP. 19750502 199903 1 004 "
|
- — = Sekretariat = Nama SOP Penge:{(iéi}an Ménitoring dan Ewvaluasi Kinerja |
L______ - B Bappeda |
@;_s_;‘.r Hukum ) Kualifikasi Pelaksana B

l. UU. No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPIMD
Prov. Sumbar Tahun 2016-2021.

4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Daerah

%
¥

Memiliki kemampuan Pengumpulan data, Bahan, Referensi dan Aturan
Memahami tugas dan fungsi unit

Memahami sasaran dan capaian kinerja Bappeda
Memahami penggunaan perangkat computer

£ L) b —

?eferikatan

Peralatan / Perlengkapan

Sub. Bagian, Bidang, Sekretaris, Kepala Badan

1. Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja, DPA)
2. Komputer/Laptop, Printer, Alat Tulis Kantor
3. Ruangan rapat internal

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

I. Apabila prosedur tidak dilaksanakan dapat menghambat Pengendalian
Monitoring dan Evaluasi Program Bappeda




SOP RAPAT PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI INTERNAL KINERJA BAPPEDA

Pelaksana Mutu Baku
No. Aldivitas Kepala . | Kasubag | Kepala Walktu Keterangan
Badan Sekretaris Program | Bidang JFP Staf Kelengkapan (menit) Output
| IMendisposisi Kasubag Program untuk S . .
melakukan evaluasi kinerja internal D Form disposisi 20 menit Form disposisi yang sudah didisposi
2 |Menerima disposisi, menghimpun data kinerja | Bahan dari masing-masing unit |1 jam 30 Bahan yang sudah lengkap, termasuk
dan dokumen dari masing-masing unit kesja ,)\ kerja (dokumen PK dan Rencana |menit bahan paparan
serta menyusun bahan paparan evaluasi bersama 1~ Aksi Pengendalian)
staf A
3 |Setelah bahan lengkap dan dituangkan dalam 4 v Bahan yang sudah lengkap 15 menit Bahan yang sudah lengkap, termasuk
paparan evaluasi, kemudian disampaikan kepada _D <> bahan paparan
Sekretaris melalui Kasubag Program
4 |Menerima laporan dari Sekretaris dan Bahan rapat 15 menit Bahan rapat
menginstruksikan pelaksanaan rapat
5 |Berdasarkan instruksi Kepala Badan dan |Bahan rapat 30 menit Nota Dinas Rapat
Sekretaris, Kasubag Program menyusun jadwal _|j
rapat pengendalian, monitoring dan evaluasi
internal Bappeda kedalam Nota Dinas Rapat
¢ |Menandatangani Nota Dinas Rapat F Nota Dinas Rapat 5 menit Nota Dinas Rapat
Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi Kinerja C ]
Internal
7 |Menyampaikan Nota Dinas Rapat ke masmng- Nota Dinas Rapat 5 menit Tanda Terima Penyampaian Nota Dinas
masing unit kerja 1]? kemasing-masing Unit Kerja
8 |Melaksanakan rapat pengendalian, monitering ¥ A ¥ W \ & |Bahan rapat 4 jam Draft Notulen Hasil Rapat
dan evaluasi kinerja internal Bappeda I I I I | I | I Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
Kinerja Internal
9 |Membuat hasil rapat pengendalian dalam bentuk Draft Notulen Hasil Rapat 20 menit Draft Notulen Hasil Rapat
Notulen Rapat dan menyampaikan kepada 4 Pengendalian, Monitoring dan Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
Kepala Badan cq. Sekretaris Badan. Jika belum Evaluasi Kinerja Internal Kinerja Internal
sesuai akan dikembalikan untuk perbaiki
kembali.
1¢ |Menandatangani hasil rapat pengendalian, Draft Notulen Hasil Rapat 5 menit Notulen Hasil Rapat Pengendalian,

monitoring dan evaluasi kinerja intemnal untuk
dijadikan bahan percepatan pencapaian target
kinerja pada masing-masing unit kerja

Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Kinerja Internal

Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Internal




Pelaksana Mutu Baku
HNo. Aktivitas Kepala . | Kasubag | Kepala Wakiu Keterangan
Badan Sekretaris Progysm | Hidsng JFP Staf Kelengkapan (menit) Qutput
11 |Menyampaikan hasil rapat pengendalian, Notulen Hasil Rapat 5 menit Notulen Hasil Rapat Pengendalian,
monitoring dan evaluasi ke masing-masing unit Pengendalian, Monitoring dan Monitoring dan Evaluasi Kinerja
kerja untuk ditindaklanjuti oleh unit kerja. ! I Evaluasi Kinerja Internal Internal
12 |Mendokumentasikan Notulen Hasil Rapat dalam Notulen Hasil Rapat 10 menit Notulen Hasil Rapat Pengendalian,

boks arsip dan google drive

Pengendalian, Monitoring dan
Evaluasi Kinerja Internal

Monitoring dan Evaluasi Kinerja
Internal yang sudah dimasukkan dalam

boks arsip dan google drive




Nomor SOP 065/43/SOP/V1/Bappeda-2022

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

Tanggal Pembuatan

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAREAH

Tanggal Revisi

PROVINSI SUMATERA BARAT

Tanggal Pengesahan

’yKEPALA, u

Meié;:di, ST, MM.

Pémbina Utama Madya
NIP. 19750302 199903 | 004 i

Disahkan oleh

Sekretariat

Nama SOP

Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Internal Kinerja |
Bappeda

. UU. No. 23 Tahun 2014 lentang Pemerintah Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor | Tahun 2018

tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang RPIMD

Prov. Sumbar Tahun 2015-2021.

4. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Badan Daerah

._Da;r Hukuam

ad

Kualifikasi Pelaksana o o
Memiliki kemampuan Pengumpulan data, Bahan, Referensi dan Aturan
Memahami tugas dan fungsi unit

Memahami sasaran dan capaian Kinerja Bappeda

Memahami penggunaan perangkat computer

1.
2.
3s
4.

Keterikatan

Peralatan / Perlengkapan

Sub. Bagian, Bidang, Sekretans, Kepala Badan

1. Dokumen Perencanaan (RPJMD, Renstra, Renja, DPA)
2. Komputer/Laptop, Printer, Alat Tulis Kantor
3.  Ruangan rapat internal

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila prosedur tidak dilaksanakan dapat menghambat Pengendalian

Monitoring dan Evaluasi Program Bappeda




SOP TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI INTERNAL BAPPEDA PROVINSI SUMATERA BARAT

Pelaksana Mutu Baku
No. Alktivitas Kepala . | Kasubag | Kepala Waktu Keterangan
Badan Sekretaris Program | Bidsag JFP Staf Kelengkapan (misait) Qutput

1 |Mendisposisi Kasubag Program untuk Form disposisi 20 menit Form disposisi yang sudah
menindaklanjuti hasil pengendalian, mamitoring ( ) didisposi
dan evaluasi internal.

2 |Memeriksa dan menganalisa dokumen erkait Bahan rapat dan notulen hasil 30 menit Rekapitulasi capaian kinerja
hasil pengendalian, monitoring dan evahasi e rapat pengendalian, monitoring per unit kerja
internal. s dan evaluasi internal

Py

3 |Berdasarkan hasil capaian kinerja per umit kerja N ) Rekapitulasi capaian kinerja per |15 menit Draft raport capaian kinerja
dibuatkan Raport Capaian Kinerja dari nasing- [ | \> unit kerja
masing unit kerja dan dikoordinasikan ke
Sekretaris,

4 |Menerima laporan dari Sekretaris dan If_l PUNISHMENT Draft raport capaian kinerja 15 menit Raport capaian kinerja
merekomendasikan pemberian Reward dan _|
Punishment.

5 |Menerima raport capaian kinerja untuk «s Capaian Rendah Raport capaian kinerja 15 menit Reward dan Punishment

selanjutnya ditindaklanjuti dalam pelaksinaan
kinerja berikutnya

oR>gmm

Capaian Tinggi
Il




Nomor SOP

065/44/SOP/V/Bappeda-2022

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAREAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022 B
Tanggal Revisi L .
Tanggal Pengesahan 6 Juni 2022

_Sékretariat

Disahkan oleh

| Nama SOP

/KEPALA, &

Megdi Iswandj.,S‘l‘.,’MI\’[.

Péﬁbina Utama Madya
NIP. 19750502 199903 1 004

-

Pengumpulan Data Kinerja

Dasar Hukum

Kualiﬁkasi Pelaksana

I.  UU. No. 23 Tahun 2014 tntang Pemerintah Daerah.

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
RPJPD dan RPIMD.

4. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor | Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Perda Nomor 6 Tahun 2016 tentang
RPIMD Prov. Sumbar Tahun 2016-2021

-"-“LUJ[‘-J:—-

Memiliki kemampuan Pengumpulan data, Bahan. Referensi dan Aturan
Memahami tugas dan fungsi unit

Memahami sasaran dan capaian kinerja Bappeda

Memahami penggunaan perangkat computer

Keterkaitan

Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Surat Masuk dan SuratKeluar

.

Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD

Pengumpulan Data Kinera Bappeda

2. SOP Perjanjian Kinerja 2. Laporan Realisasi Capaian Kinerja (Fisik dan Keuangan)
3. Komputer/Laptop, Printer, Alat Tulis Kantor

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Apabila prosedur tidik dilaksanakan dapat menghambat




SOP PENGUMPULAN DATA CAPAIAN KINERJA

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Kepala . | Kasubag | Kepala Waktu Keterangan
Badan Sekretaris A Bidang JFP Staf Kelengkapan (menit) Output
1 |Menugaskan Sekretaris untuk Form disposisi |5 menit |Disposisi
memonitor Capaian Kinerja Bappeda ( )
2 {Mendisposisi Kasubag Program untuk Form disposisi |5 menit |Disposisi
mengumpulkan data kinerja dan
membuat form pengisian data kinerja
3 |Menerima disposisi dan membuat Nota Form disposisi {20 menit |Nota Dinas dan

Dinas Pengumpulan Data padz masing-
masing unit kerja berikut format
permintaan data, untuk selanjutnya
diparaf dan dikoreksi oleh Sekretaris

e
L

yang telah
didisposisi

Format Pengumpulan
data dan Informasi
kinerja

4 .Mengkorelcsi dan Memparaf Nota Dinas Nota Dinas dan |15 menit |Nota Dinas dan
Pengumpulan Data pada masing-masing Fa Format Format Pengumpulan
unit kerja untuk selanjutnya N Pengumpulan data dan Informasi
ditandatangani oleh Kepala Badan ?a;a dan e kinerja

nrormasi Kinerja
5 |Menandatangani Nota Dinas Nota Dinas dan |3 menit |Nota Dinas dan
Pengumpulan Data dan informasi Ijj Eﬂ'l’mat ; Format Pengumpulan
engumpulan data dan Informasi
data dan kinerja
Informasi kinerja
6 |Menyampaikan Nota Dinas dan format Nota Dinas dan |5 menit |Tanda Terima Nota

permintaan data dan informasikinerja
kepada unit kerja

Format
Pengumpulan
data dan
Informasi

Dinas dan Format
Pengumpulan data
dan Informasi dari
unit kerja




Pelaksana Mutu Baku
N Pt l;;';i': Sekretaris :::;rl;a“g) EZF::Z JFP Staf Kelengkapan (‘:vnz::t'; Output Retgomens

7 |Unit kerja menghimpun datadan = Format 1 hari Format Pengumpulan
informasi kinerja untuk selanjutnya Pengumpulan data dan Informasi
diserahkan kembali ke Subbaz Program data dan kinerja yang telah
untuk direkapitulasi Informasi diisi dan

kinerja ditandatangani

8§ |Memverifikasi data dan infromasi untuk Format 2 hari Data yang telah
diproses lebih lanjut, jika dat: dan Pengumpulan diverifikasi
informasi tidak sesuai dikembalikan i > \/ data dan
kepada unit kerja untuk dipenaiki —><>6a< AR Informasi
kembali, jika sesuai langsung kinerja yang
dimasukkan dalam Sakato Pl dan e- telah diisi dan
SAKIP Provinsi. ditandatangani

9 |Menerima berkas dan merekay data dan Data yang telah |1 hari Data yang telah
informasi kinerja yang telah diverifikasi / diverifikasi, direkap dan dientry di
untuk selanjutnya dientry pad Sakato | I Sakato Plan, e- Sakato Plan dan e-
Plan dan e-SAKIP Provinsi SAKIP SAKIP Provinsi




PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAREAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

Nomor SOP 065/45/SOP/V1/Bappeda-2022

Tanggal Pembuatan 6 Juni 2022
Tanggal Revisi '
| Tanggal Pengesahan 6 Juni 2022 -
Disahkan oleh ‘y‘KEPALA, 4

Medd Iswandi, SFTMM.
Pefthina Utama Madya
NIP. 19730502 199903 | 004

lge_f\:retariat

Nama SOP : -ijéi-lgt?ﬁuran Data Kinerja

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

I

UU. No. 23 Tahun 2014 tntang Pemerintah Daerah.

Memiliki kemampuan Pengumpulan data, Bahan, Referensi dan Aturan

I
2. Undang-Undang Nomar 25 Tahun 2004 tentang Sistem | 2. Memahami tugas dan fungsi unit
Perencanaan Pembangunan Nasional. 3. Memahami sasaran dan capaian kinerja Bappeda
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem | 4. Memahami penggunaan perangkat computer
Akuntabilitas Kinerja Insansi Pemerintah .
4. Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan
Sistem Akuntabilita Kiverja Instansi Pemerintah di lingkungan
Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat
Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

I. SOP Perjanjian Kinerja
2. SOP Pengumpulan Data Kirerja
3. SOP Penyusunan Laporan Kinerja

Data dan Informasi Capaian Kinerja SKPD
Laporan Realisasi Capaian Kinerja (Fisik dan Keuangan)
Komputer/Laptop, Printer, Alat Tulis Kantor

L fd —

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

1.

Apabila  prosedur tidak dilaksanakan dapat menghambat
Pengumpulan Data Kineria Bappeda




SOP PENGUKURAN DATA CAPAIAN KINERJA

Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Kepala . | Kasubag Kepala Waktu Keterangan
Badan Sekreturs Program | Bidang JEP Staf Keisnglapin (menit) Ontput
1 |Menugaskan Sekretaris untuk meakukan Form disposisi 5 menit |Disposisi
pengukuran data capaian kinerja Bappeda ( )
2 |Mendisposisi Kasubag Program wtuk Form disposisi 5 menit |Disposisi
P i p po
melakukan pengukuran data kinefa Ej
berdasarkan rekapitulasi data dan
informasi kinerja yang telah diverfikasi
3 |Mengukur dan menganalisis realisasi Rekapitulasi data dan|4 jam Hasil pengukuran dan
capaian kinerja menggunakan fornulasi informasi capaian analisis realisasi
pengitungan yang telah ditetapkan \ kinerja yang telah capaian kinerja
berdasarkan rekapitulasi data dan I:I diverifikasi
informasi kinerja yang telah diveifikasi B
untuk selanjutnya diperiksa oleh
Sekretaris
4 |Memeriksa hasil pengukuran dananalisis Hasil pengukuran |30 menit |Hasil pengukuran dan
realisasi data kinerja untuk diprozes lebih /\ dan analisis realisasi analisis realisasi
lanjut \/‘/‘_ : capaian kinerja capaian kinerja
5 |Menerima laporan pengukuran din \L Hasil pengukuran 1 jam Hasil pengukuran dan
analisis kinerja, mempelajarinya lan D dan analisis realisasi analisis realisasi
merencanakan pembahasan bersana Tim capaian kinerja capaian kinerja
SAKIP Bappeda.
v
6 |Melaksanakan rapat pembahasanhasil Hasil pengukuran |4 jam Catatan pembahasan

pengukuran dan analisis capaiankinerja

dan analisis realisasi
capaian kinerja

rapat




Pelaksana Mutu Baku
No. Aktivitas Kepala . | Kasubag | Kepala Waktu Keterangan
Badan Sekretaris Program | Bidang Staf Kelengkapan {menit) Output
7 |Menyusun Notulensi pembahasan hasil D Catatan pembahasan (2 jam Konsep Notulensi dan
pengukuran dan analisis capaian kinerja rapat Laporan Kinerja
untuk selanjutnya dituangkan dalam " |
format Laporan Kinerja sebagai bahan =
evaluasi kinerja berikutnya
8 |Menerima konsep notulensi dan Laporan Konsep Notulensi |30 menit [Konsep Notulensi dan
Kinerja serta meneruskan kepada Kepala _/ \, dan Laporan Kinerja Laporan Kinerja yang
Badan sebagai bahan pengambilan telah diperiksa untuk
kebijakan selanjutnya. diteruskan ke Kepala
Badan
9 |Menerima notulensi dan laporan kinerja Notulensi dan 30 menit |Notulensi dan
sebagai bahan pengambilan kebijakan Laporan Kinerja Laporan Kinerja
untuk perbaikan kinerja selanjutnya.
1
10 |Mengarsipkan notulensi dan laporan Notulensi dan 5 menit |Arsip
kinerja Laporan Kinerja
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